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Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.  
 
Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui Peran Protokol Montreal terhadap 
perlindundan lingkungan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka 
metode yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif analitis dengan menggunakan 
data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Dalam menganalisi data 
tersebut, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian didukung 
oleh data-data kuantitatif. 
 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Protokol Montreal terhadap 
perlindungan lingkungan di Indonesia memiliki pengaruh yang baik dan termasuk 
sebuah perjanjian yang berhasil dan berjalan baik. Protokol Montreal merupakan 
sebuah perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh banyak.Protokol Montreal 
mengatur dan menghapuskan pemakaian bahan kimia berbahaya seperti CFC.  Berkat 
implementasi protokol yang dilakukan indonesia melalui berbagai kebijakan 
kebijakan yang berlaku, lingkungan Indonesia dapat lebih terjaga dan turut 
mempengaruhi perusahaan perusahaan lokal agar dapat ahli teknologi menjadi 
industri hijau, tak hanya itu pengaruh yang baik turut dirasakan oleh masyarakat 
dimana masyarakat lebih mengetahui akan dampak yang dimunculkan oleh 



























Rezky Fauziah, E13112106, The Role of Montreal Protocol Towards The 
Environmental Protection in The Developing Country (case study: CFC Pollution in 
Indonesia), under the guidance of Darwis as the  first advisor and Husein Abdullah as 
the second advisor, International relations department, faculty of social and political 
science, Hasanuddin University.  
 
This reseacrh is aimed to identify the role of Montreal Protocol in protecting the 
environment in Indonesia. In order to achive the objectives, the method being used by 
the author is the analitic descriptive along with the data obtained from library research 
and interview. In terms of analizing the data, the author uses the qualitative analysis 
and supported by quantitative data.  
 
The result of the research is showing that the role of Montreal Protocol in protecting 
the environment in Indonesia has a good influence including the implementation of 
international agreement.  The montreal protocol is an international agreement that has 
been ratified by some countries. This agreement regulates and abolish the use of  
dangerous chemical substances, for instance CFC. The Montreal protocol is adopted 
in domestic policy making in Indonesia and it is successful to maintain the 
environment and influence the local companies to shift tecnology standardization into 
green industry. This issue also affect the local community regarding to raising the 
awareness of society about the negative impact that could be appeared by the 
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A. Latar Belakang  
 
Saat ini ilmu hubungan internasional tidak hanya terpaku pada isu high 
politics seperti perang dan damai, tetapi isu – isu low politicsmulai mengambil 
peran yang signifikan, ditandai dengan era globalisasi yang membuat kajian ilmu 
hubungan internasional semakin beragam. Dengan kata lain meluasnya 
signifikansi kajian ilmu hubungan internasional terhadap percaturan politik 
internasional kearah yang lebih kompleks. Berbicara mengenai low politics, kita 
tidak hanya terpaku pada ekonomi, tetapi juga fokus pada isu isu lain seperti isu 
lingkungan hidup. 
Isu lingkungan dianggap penting karena banyaknya kerusakan lingkungan 
yang terjadi, baik yang dikarenakan oleh kerusakan alamiah dan kerusakan yang 
diakibatkan oleh ulah manusia. Manusia telah lama berkontribusi dalam 
perusakan lingkungan. Sejak zaman purba hingga zaman modern manusia telah 
banyak menghisap kekayaan alam semesta, mulai dari kebutuhan bahan pangan 
hingga menjadi faktor pendukung dalam kegiatan perekonomian, politik, dan 
sosial. Puncak dari pemanfaatan lingkungan terjadi ketika manusia telah berfikir 
untuk mengeksploitasi lingkungan ke tingkat yang lebih tinggi seperti membuat 
sebuah industri – industri besar. Hal tersebut semakin berkembang saat 
dimulainya revolusi industri. Revolusi ini dipelopori oleh bangsa eropa pada abad 
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ke-19 dan diiringi kemajuan teknologi dan ekonomi yang pesat 1 . Untuk 
memenuhi kebutuhan dari kemajuan tersebut maka dibutuhkannya banyak sumber 
daya alam, namun terkadang manusia tidak memikirkan kerusakan alam yang 
akan ditimbulkan.  
Disamping eksploitasi besar-besaran, kerusakan lingkungan hidup juga 
diakibatkan oleh beberapa hal seperti adanya praktek deforestasi dan degradasi 
hutan dan peggunaan bahan-bahan zat berbahaya yang tidak ramah lingkungan. 
Akibatnya lingkungan hidup menjadi terancam dan berubah menjadi status yang 
memprihatinkan, seperti terjadinya pemanasan global yang diikuti dengan 
mencairnya es dikutub utara, sejumlah bencana alam yang terjadi diberbagai 
belahan dunia hingga penipisan lapisan ozon yang disertai dengan peningkatan 
kadar sinar UV-B yang menyebabkan berkembangnya wabah penyakit seperti 
kanker kulit. Tak hanya itu, sinar UV-B turut menurunkan kadar plankton dilautan 
sehingga mengurangi ketersediaan ikan dilautan2 
Semakin merebaknya masalah – masalah lingkungan, Isu lingkungan 
mulai di perhatikan dan pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan 
internasional pada tahun 1970-an. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya 
konferensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada 
tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Dan kemudian isu ini diangkat kembali dalam 
konferensi PBB di Rio De Jenairo, Brazil tahun 1992, yang sebelumnya diawali 
dengan konferensi PBB mengenai perubahan iklim dunia di Montreal, Kanada 
                                                        
1Industrial revolutionhttp://www.history.com/topics/industrial-revolution diakses pada 23 januari 
2016 
2The ozone holehttp://www.theozonehole.com/ozonelayer.htm diakses pada 6 november 2015 
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tahun 1990.3 Salah satu isu yang di bahas dalam konferensi di Montreal adalah 
mengenai penipisan lapisan ozon. 
Penipisan lapisan ozon merupakan salah satu akibat kerusakan lingkungan 
yang sangat memberikan efek paling merugikan bagi umat manusia. Penggunaan 
bahan zat kimia berbahaya merupakan salah satu faktor utama dari penipisan 
lapisan ozon ini. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya penelitian mengenai 
bahan-bahan kimia perusak lapisan ozon, para ilmuan telah berteori sejak 1970-an 
tentang bahan kimia yang dapat menyebabkan penipisan ozon. Pada Mei 1985 
ilmuwan beserta British Antarctic Survey mengejutkan dunia ketika mereka 
mengumumkan penemuan lubang besar di lapisan ozon di atas Antartika. Menurut 
Data mereka yang dikumpulkan di Stasiun Penelitian Halley di Antartika, 
menyatakan penggunaan bahan kimia CFC yang harus disalahkan, CFC atau 
Cloroflurocarbon sendiri merupakan bahan kimia senyawa organik yang 
mengandung karbon, klorin, dan fluorin. CFC merupakan bagian dari senyawa 
kimia dikembangkan kembali di tahun 1930-an sebagai bahan yang aman, tidak 
beracun dan tidak mudah terbakar. CFC melepaskan senyawa klorin kedalam 
lapisan ozon dan akan menumpuk dilapisan stratosfer, senyawa ini secara 
signifikan bisa menguras lapisan ozon stratosfer. Dengan jumlah pemakaian yang 
semakin banyak, akan mengarah pada peningkatan lapisan UV-B yang 
berbahaya4. 
CFC sendiri digunakan pada alat pendingin ruangan yang lebih dikenal 
sebagai freon, media pendingin dilemari es, bahan pelarut yang banyak digunakan 
                                                        
3Perwita &Yani, 2011. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya. 
4ibid.  
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pada kilang-kilang elektronik, bahan pendorong atau penyembur (aerosol) 
diantaranya pada kaleng penyemprot seperti penyemprot ruangan, penyemprot 
rambut dan minyak wangi, serta sebagai bahan pada proses pembuatan plastik.5 
Dapat dipahami bahwa penggunaan CFC ini cukup mempengaruhi dan 
menguntungkan bagi kehidupan manusia jika dilihat dari segi kegunaanya, namun  
penggunaan bahan kimia berbahaya ini tidak ramah lingkungan dan akan tetap 
menghasilkan emisi gas rumah kaca yang terdiri dari polusi dan terurai bebas 
diudara hingga mencapai lapisan ozon.6 
 Menanggapi isu ini, dunia Internasional membuktikan respon mereka 
mengenai penipisan lapisan ozon, UNEP atau United Nations Environment 
programme pada tahun 1981 mengembangkan sebuah konvensi global untuk 
perlindungan lapisan ozon, kemudian dilanjutkan dengan diselenggarakannya 
konvensi wina pada tahun 1985 di Austria. Kurangnya pemahaman tentang sejauh 
mana sebenarnya resiko lingkungan dari penipisan lapisan ozon membuat 
konvensi ini mengalami negosiasi yang sulit untuk diterima oleh masyarakat 
internasional, adupun pertanyaan validitas ilmu pengetahuan, dan keraguan 
terhadap teknologi dalam penanganan isu ini7.  Negara negara pada umumnya 
perlu diyakinkan dalam perjanjian ini mengenai seberapa penting isu lingkungan 
                                                        
5
Alya Minarsih, Bahaya Penggunaan 
CFC,https://www.academia.edu/13437256/BAHAYA_PENGGUNAAN_CFC. diakses 
pada tgl 12 januari 2016 
6
ozon adalah lapisan di atmosfer bumi yang melindungi bumi dari efek sinar matahari yang   
berbahaya. Lapisan ini menyerap 97-99% dari sinar ultraviolet frekuensi tinggi yang 
berpotensi merusak kehidupan di bumi http://www.theozonehole.com/ozonelayer.htm 
diakses pada 17 januari 2016 
7International – vienna convention and the Montreal Protocol    
,https://www.ec.gc.ca/ozone/default.asp?lang=En&n=D11D2440-1#cn-tphp diakses pada 
28 Desember 2015 
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mengenai penipisan lapisan ozon. Maka dari itu konvensi ini turut 
mengembangkan penelitian-penelitian mengenai penipisan lapisan ozon lebih 
lanjut. Tak hanya itu pencegahan untuk melindungi lapisan ozon sudah harus ada 
pada tahap nasional dan internasional, sadar bahwa dalam mengatasi isu 
lingkungan ini manusia membutuhkan kerjasama dan aksi internasional dan harus 
didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan teknis terkait8.    
 Selanjutnya, langkah dunia internasional dalam penanggulangan penipisan 
ozon bergerak hingga membentuk Protokol Montreal. Protokol Montreal 
merupakan perpanjangan dari konvensi wina 1985 yang berbentuk sebuah 
perjanjian. Perjanjian ini mengatur mengenai pemakaian bahan kimia yang 
merusak Lapisan Ozon dan disepakati pada 16 September 1987 di Markas Besar 
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional di Montreal. Protokol Montreal 
menyatakan bahwa produksi dan konsumsi senyawa yang menguras ozon di 
stratosfer - chlorofluorocarbons atau CFC harus dihapuskan. Perjanjian ini 
merupakan salah satu perjanjian lingkungan internasional pertama yang mencakup 
sanksi perdagangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari perjanjian. 
Perjanjian inipun menawarkan insentif besar bagi negara-negara yang masuk 
dalam perjanjian yaitu sejumlah bantuan untuk meningkatkan produksi hingga 
pencarian alternatif CFC yang tidak merusak.9 
Sejauh ini protokol montreal telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota 
PBB mulai dari negara - negara maju dan berkembang. Negara maju beranggapan 
                                                        
8
The vienna convention for the protection of the ozone layer 
http://ozone.unep.org/pdfs/viennaconvention2002.pdf diakses pada 30 Desember 2015 
9ibid. 
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bahwa kerusakan lingkungan ramai terjadi di negara-negara berkembang, mereka 
menganggap hal ini tidak dapat dibiarkan, sebagian besar negara berkembang 
merupakan negara yang masih banyak menyimpan kekayaan alam dan patut untuk 
dijaga. Contohnya Indonesia, Indonesia merupakan negara berkembang yang 
memiliki hutan yang luas dan menjadi paru paru dunia, sehingga negara maju 
menekankan agar kondisi tersebut dapat bertahan dan terjaga hingga kehidupan 
mendatang. Sementara itu negara-negara maju sendiri memperluas imperium 
ekonomi bisnisnya dan meninggalkan dampak buruk bagi lingkungan dan harus 
lebih banyak menanggung tanggung jawab atas keselamatan lingkungan global.10 
Dengan hadirnya Protokol Montreal Ini akan menciptakan sebuah rezim 
internasional yang akan membatasi, mengontrol bahkan menghilangkan langkah-
langkah negara berindustri tanpa mengikuti prosedur ramah lingkungan. Protokol 
Montreal mengupayakan bagi setiap negara yang telah meratifikasi perjanjian 
agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penggunaan CFC yang 
berbahaya.  
Indonesia telah meratifikasi Protokol Montreal sesuai dengan keputusan 
Presiden no. 23 tahun 1992 dan tetap berkomitmen hingga saat ini. Indonesia 
memiliki kewajiban untuk melaksanakan program perlindungan lapisan ozon 
secara bertahap.11 Indonesia merasa dengan keikutsertaan mereka dalam protokol 
telah menjadi bukti mereka akan kesadaran dan kepedulian terhadap isu 
lingkungan. Sebagai negara berkembang dan berjumlah penduduk yang sangat 
                                                        
10 Winda Wati Pinem : Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu Global Penipisan Lapisan 
Ozon, 2009. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14866/1/09E01207.pdf  
Diakses pada 14 Februari 2016 
11kebijakan pemerintah penghapusan BPOhttp://bplhd.jakarta.go.id/ diakses pada tgl 24 januari 
2016 
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besar serta kaya akan sumber daya alam  memiliki kepentingan langsung dalam 
masalah lingkungan global. Indonesia merupakan salah satu negara dengan 
permasalahan lingkungan yang cukup pelik. Dibuktikan dengan  terjadinya 
bencana dimana-mana, perubahan cuaca yang tidak menentu sehingga 
mempengaruhi faktor produksi pangan dan menyebabkan daya saing ekspor dan 
impor ikut menurun dan banyaknya akibat-akibat yang akan timbul. Oleh karena 
itu kerjasama antarnegara sangat dibutuhkan untuk membantu menghadapi 
tekanan isu ini. Tak hanya itu, Protokol Montreal juga membawa peluang bagi 
industri indonesia seperti meningkatkan teknologi mereka ke teknologi ramah 
lingkungan serta pemerintah memberikan sejumlah bantuan bagi para produsen 
yang sedang dalam proses penghapusan BPO (Bahan Penipis Ozon). 
 Perjanjian yang telah diratifikasi oleh semua negara anggota PBB ini 
berjalan hingga sekarang dan menjadikan sebuah tameng untuk negara-negara 
yang telah berkomitmen dalam pencegahan penggunaan bahan  kimia perusak 
ozon. Namun sepanjang berjalannya perjanjian ini, terdapat berbagai tantangan 
bagi negara-negara anggota, khususnya bagi negara berkembang yang 
mendapatkan bantuan khusus oleh pihak Protokol dalam pengaplikasiannya 
termasuk Indonesia. Penulis merasa penting untuk membahas mengenai peran 
Protokol Montreal Terhadap Perlindungan Lingkungan di Negara Berkembang ( 
studi kasus: pencemaran zat CFC di indonesia),Untuk melihat apakah Indonesia 
dapat mengimplementasikan Protokol sesuai dengan harapan yang ingin dicapai, 
selain itu sebagai negara berkembang apa saja peluang dan tantangan Indonesia 
dalam mengaplikasikan perjanjian ini 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah  
  Isu lingkungan merupakan salah satu isu yang sangat populer, dan menjadi 
salah satu isu global yang semakin menarik perhatian dunia. Berbagai macam 
bencana alam yang besar telah dialami bumi, seperti banjir besar di Brazil dan 
Australia yang menewaskan ratusan orang dan menenggelamkan sejumlah besar 
tempat tinggal.12 Tak hanya itu, kerusakan lingkungan juga  dapat terjadi karena 
sikap serakah manusia yang membangun industri – industri besar dan tidak ramah 
lingkungan seperti pelepasan limbah yang seenaknya, pemakaian bahan-bahan 
kimia berbahaya hingga berlimpahnya emisi yang dilepaskan oleh industri yang 
berakibat pada penipisan lapisan ozon. telah banyak penelitian yang 
dikembangkan sejauh ini, salah satu contohnya penelitian mengenai penipisan 
lapisan ozon yang ditemukan di Antartika pada Mei 1985 oleh ilmuwan beserta 
British Antarctic Survey,13 hasil penelitian yang dilakukan telah ditemukan bahwa 
penggunaan bahan kimia CFC berdampak buruk  pada lapisan ozon. 
Cloroflurocarbon atau lebih familiar disebut CFC mengandung karbon, klorin, 
dan fluorin. CFC digunakan untuk industri – industri dan benda elektronik. Jika 
penggunaanya berlanjut, bahan CFC ini akan melepaskan senyawa klorin yang 
berdampak langsung terhadap lapisan ozon, khususnya pada lapisan stratosfer 
akan mengalami pengurangan dan berakibat  pada terpancarnya sinar UV-B 
matahari yang membahayakan14. Oleh karena itu untuk mengatasi isu ini, pihak 
PBB atau Perserikatan Bangsa –Bangsa meluncurkan sebuah perjanjian bernama 
                                                        






Protokol Montreal, dimana perjanjian ini berisikan peraturan – peraturan megenai 
pemakaian zat – zat kimia berbahaya dan diratifikasi oleh seluruh anggota PBB. 
  Maka dari itu penelitian ini nantinya akan menjelaskan mengenai 
bagaimana dampak dan prospek Indonesia dalam mengimplementasikan Protokol 
Montreal khsusunya bagi perlindungan lingkungan di Indonesia. Berdasarkan hal 
tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana  dampak penerapan protokol Montreal di Indonesia? 
2. Bagaimana prospek dan tantangan pelaksanaan Protokol Montreal di 
Indonesia? 
 
C.  Tujuan dan kegunaan Penelitian  
  a.  Tujuan  
berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perjanjian ini   
bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi dalam penerapan 
Protokol Montreal terhadap perlindungan lingkungan di Indonesia 
2. Untuk mengetahui prospek dan tantangan Indonesia dalam 
mengimplementasikan Protokol Montreal  
b. Kegunaan 
1. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan Informasi 
mengenai isu lingkungan dan mengenai perjanjian yang 
menyangkut isu tersebut 
 10
2. Untuk memberikan informasi bagi pengkaji hubungan 
internasional khususnya yang tertarik pada isu lingkungan 
 
D.  Metode penelitian 
1. Tipe Penelitian  
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analitik, dimana penelitian ini nantinya akan menjelaskan 
peranan Protokol Montreal dalam perlindungan lingkungan hingga 
menganalisa pengaplikasiannya. Metode ini nantinya akan 
membantu penulis menjelaskan sejauh mana Protokol Montreal 
menanggulangi kerusakan lingkungan khususnya dalam pemakaian 
zat – zat kimia berbahaya seperti CFC dan pengimplementasiannya 
di Indonesia.  
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode 
Library research dan Wawancara. Library research sendiri 
merupakan metode dengan cara mengumpulkan data dari beberapa 
Literature yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahs dalam 
penelitian ini. Literatur yang akan digunakan oleh penulis berupa 
buku, jurnal, dokumen, surat kabar, situs – situs internet ataupun 
laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti teliti. 
Sedangkan Wawancara digunakan oleh peneliti agar mendpatkan 
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informasi akurat dari beberapa instansi-instansi resmi yang terkait 
dengan judul  
 
Bahan – Bahan tersebut dan diperoleh melalui : 
a. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar 
b. Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin  
c. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 
d. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar  
3. Jenis data  
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder, dimana data sekunder merupakan data yang 
diperoleh dari bebrapa literatur yang berhubungan dengan objek 
penelitian ini. Data tersebut bersumber dari buku, jurnal, surat 
kabar, portal berita online, berserta situs-situs resmi yang berkaitan 
dengan penelitian ini.  
4. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam 
menganalisis data penlitian adalah kualitatif, untuk permasalahan, 
penulis akan menggambarkannya berdasarkan fakta-fakta yang 
ada. Kemudian menghubungkan fakta tersebut tersebut dengan 
fakta lainnya akan menambahkan data kuantitatif unutk 
memperkuat analisis kualitatif.  
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E.   Kerangka Konseptual  
a. Environmentalism 
Dalam konteks hubungan internasional menyikapi fenomena 
kerjasama internasional mengenai isu lingkungan ini dikenal adanya 
konsep environmentalism. environmentalism dapat digunakan untuk 
menganalisis kerjasama lingkungan oleh beberapa negara. Hal tersebut 
dikarenakan environmentalism merupakan pandangan yang menerima 
struktur yang ada dalam memperbaiki lingkungan. Hadirnya konsep ini 
tidak lepas dari gerakan hijau yang muncul sekitar tahun 1960-an dan 
1970-an, dan terbukti sebagai gerakan yang paling sukses dan paling 
abadi. 15  Gerakan hijau tidak hanya meningkatkan kesadaran masalah 
lingkungan, tetapi juga menempatkan ketegasan dalam agenda politik. 
konsep environmentalism memandang jika kerjasama antar negara 
dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalah tersebut. Pandangan tersebut 
juga memandang jika institusi atau struktur dapat memberikan solusi 
terhadap permasalahan lingkungan yang ada. Dapat dikatakan, 
environmentalis menerima framework dari keberadaan struktur politik, 
sosial, ekonomi, dan normatif dari politik dunia dan berusaha 
menyelaraskan isu lingkungan didalamnya. Berbeda dengan green theory 
yang menganggap struktur tersebut sebagai alasan utama krisis lingkungan 
dan berpendapat bahwa struktur ini haruslah mendapat tantangan. 
                                                        
15 Adriansyah Wijaya. 2015, Efektivitas Tripartite Environment Ministers Meeting Terhadap 
Penanggulangan Masalah Lingkungan di Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.  
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Dalam hubungan internasional posisi environmentalism tidaklah 
ada bedanya, mereka tetap menerima adanya negara dan struktur politik 
yang ada, dan bahwa negara akan memberikan perhatian yang serius 
terhadap isu lingkungan. Sedangkan green theory cenderung skeptis 
terhadap negara, bahwa negara akan memberikan respon seperti yang 
dikemukakan oleh environmentalis.16 
 Dobson mendefinisikan environmentalism sebagai “a managerial 
approach to the environment within the context of present political and 
economic practice”. Gagasan Dobson mengisyaratkan adanya integrasi 
dalam setiap kebijakan politik maupun ekonomi terhadap lingkungan. 
Oleh karena itu, untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi dan politik 
tanpa meninggalkan aspek lingkungan telah dilakukan sejumlah 
konferensi.17 
 
b. Rezim Internasional  
studi mengenai rezim internasional merupakan upaya untuk 
memahami kondisi apa yang membuat negara bekerjasama. Studi 
mengenai rezim internasional biasanya tumpang tindih dengan studi 
organisasi internasional dikarenakan rezim dan organisasi internasional 
                                                        
16keterlibatan greenpeace dalam penanganan kerusakan lingkungan (studi kasus pencemaran air 
di china)http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/6.Hal_.-51-
62.pdf diakses pada 24 februari 2016  
17Adriansyah Wijaya. 2015, Op.cit 
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sejatinya berjalan beriringan.18 rezim internasional membentuk organisasi 
internasional melalui perjanjian antar negara.  
Rezim Internasional menurut  Stephen D. Krasner, adalah suatu 
tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan 
keputusan, baik yang bersifat ekspilit maupun implisit yaitu berkaitan 
dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan 
aktor tersebut dalam hubungan internasional. Menurut John Ruggie, 
Rezim Internasional adalah sekumpulan ekspektasi atau pengharapan 
bersama, peraturan, rencana, komitmen organisasi dan finansial yang telah 
diterima dan disepakati oleh sekelompok negara. Lebih lanjut Keohane 
dan Nye mendefinisikan rezim Internasional sebagai serangkaian rencana 
yang didalamnya terdapat aturan, norma, dan prosedur–prosedur yang 
mengatur tingkah laku dan mengontrol efek yang ditimbulkan oleh rezim 
itu sendiri. sedangkan menurut Oran. R Young, rezim internasional adalah 
perangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan dan atas program yang 
membutuhkan praktek tersebut dan mengelola interaksi-interaksi mereka. 
Jadi dapat dikatakan bahwa rezim memiliki penekanan yang berbeda 
tergantung apa yang ingin dicapai, namun fungsi utama  dari rezim 
internasional adalah untuk memfasilitasi pembuatan perjanjian yang saling 
menguntungkan antar negara. 19  Dari konsep rezim Internasional dapat 
dilihat dalam perjanjian Protokol Montreal merupakan perjanjian yang 
lahir akibat konferensi – konferensi lingkungan sebelumnya terutama pada 
                                                        
18Citra Hennida, 2015. “Rezim dan Organisasi Internasional; Interaksi Negara, Kedaulatan dan 
Institusi Multilateral”. Malang: Intrans Publishing 
19 Perwita dan Yani, 2011.Op.cit 
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konferensi Wina pada tahun 1985, hingga melahirkan sebuah rezim 
Internasional yang mengikat dan siap diratifikasi serta diaplikasikan 
berdasarkan komitmen-komitmen negara anggota perjanjian.  
 
b.  Kepentingan Nasional  
Kepentingan Nasional atau yang dikenal dengan istilah national  
interest pada hakekatnya merupakan salah satu komponen yang penting 
dalam Hubungan Internasional. Negara sebagai aktor utama dalam 
Hubungan Internasional sangat memerlukan kepentingan nasional dalam 
melakukan interaksi antar Negara dalam lingkup yang global. Konsep 
kepentingan nasional merupakan konsep yang sering dipakai untuk 
mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan 
perilaku internasional. Secara konseptual, kepentingan nasional digunakan 
untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Konsep 
kepentingan nasional merupakan konsep yang mendeskripsikan prinsip 
dan tujuan negara untuk melakukan hubungan internasional.20 
Kepentingan nasional utama dari setiap Negara di dunia sebenarnya 
sama, yaitu untuk tetap bisa mempertahankan eksistensinya.  Sedangkan 
dalam praktek nyatanya, kepentingan nasional setiap Negara selalu 
berjalan seiringan dengan tujuan nasional dari Negara itu sendiri. Karena 
setiap Negara mempunyai tujuan nasional yang beragam dan sangat 
kompleks, maka tidak akan ada negara yang mempunyai kepentingan 
                                                        
20Yusuf & Sudri. 1989. Hubungan Internasional & Politik Luar Negeri. Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan 
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nasional yang sama persis dengan kepentingan nasional Negara lain. 
Untuk mengimplementasikan tujuan kepentingan nasional ini, maka suatu 
negara harus lebih mengacu kepada kebijakan yang lebih 
. Untuk mengimplementasikan tujuan kepentingan nasional, suatu 
negara harus lebih mengacu kepada kebijakan yang lebih 
mempertimbangkan beberapa persoalan dalam suatu negara. 21  Menurut 
Hans J. Morgenthau kepentingan nasional merupakan; 
kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi 
dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural 
dari gangguan negara-negara lain. dari tinjuan itu, para 
pemimpin suatu negara dapat menurunkan kebijakan 
spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun 
konflik. 
 
selain itu, negara dituntut untuk melakukan interaksi dengan negara lain. 
negara membutuhkan serangkaian kebijakan politik luar negeri. Sebagaimana 
yang dijelaskan coulumbis dan wolfe, bahwa “politik luar negeri merupakan 
sintesis dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas”.22 
Pembahasan mengenai penerapan Protokol Montreal di Indonesia 
sebelumnya telah diangkat dalam skripsi Winda Wati Pinem yang berjudul 
“Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu Global Penipisan Lapisan 
Ozon”penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh isu 
global penipisan lapisan ozon terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, selain itu 
untuk mengetahui sejauh mana peranan Indonesia dalam menghadapai isu global 
                                                        
21
Erik Faripasha S, 2009. Dinamika kemunculan Rezim Lingkungan Global dan Politk 
Lingkungan Hidup global,http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131877-T%2026745-
Kebijakan%20luar-Tinjauan%20literatur.pdf diakses pada 12 April 2016 
22R. Soepatro, 1997, Hubungan Internasional: sistem, interaksi dan perilaku, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, hal. 187. 
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lingkungan hidup dan melihat perumusan kebijakan luar negeri yang diambil 
Indonesia. Dalam penelitian tersebut dianalisis melalui pendekatan yang sama 
yaitu konsep Kepentingan Nasional, dimana Kepentingan Nasional memberikan 
ukuran konsistensi yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Dalam skripsi ini 
turut dijelaskan bahwa pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah 
menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945.Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan 
pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Pencapaian kepentingan nasional 
Indonesia di dunia internasional tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis 
baik dalam tataran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus 
kesempatan bagi proses pencapaian kepentingan tersebut.23 
Penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data mengenai pengambilan 
kebijakan Indonesia dalam merespon isu global penipisan lapisan ozon,  yang 
didalamnya turut dijelaskan mengenai penerapan Protokol Montreal di Indonesia 
serta penjelasan mengenai kepentingan-kepentingan negara dalam menerapkan 
kebijakan nasional dan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi isu perubahan 
iklim khsuusnya antara negara maju dan berkembang. Kesimpulan dalam 
penelitian ini ditinjau dari sudut analisis politik dunia menunjukkan bahwa 
penanganan isu perubahan iklim masih diwarnai oleh kepentingan dan masalah 
kekuatan politik dalam hubungan internasional. Hal ini tidak terlepas dari adanya 
perbedaan kepentingan antara negara-negara maju dengan negara-negara 
                                                        
23Winda Wati Pinem, Op.cit 
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berkembang, dimana negara-negara maju menganggap bahwa negara-negara 
berkembanglah yang menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan dan harus 










































A. Environmentalism  
Dalam konteks hubungan internasional menyikapi fenomena kerjasama 
internasional mengenai isu lingkungan ini dikenal adanya konsep 
Environmentalism. Environmentalism dapat digunakan untuk menganalisis 
kerjasama lingkungan oleh beberapa negara. Hal tersebut dikarenakan 
Environmentalism merupakan pandangan yang menerima struktur yang ada dalam 
memperbaiki lingkungan. Hadirnya konsep ini tidak lepas dari gerakan hijau yang 
muncul sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, dan terbukti sebagai gerakan yang 
paling sukses dan paling abadi. Gerakan hijau tidak hanya meningkatkan 
kesadaran masalah lingkungan, tetapi juga menempatkan ketegasan dalam agenda 
politik. 25 
Kesadaran mengenai pentingnya memulihkan keadaan lingkungan berawal 
dari revolusi industri di Perancis yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang 
cukup fatal, yaitu pencemaran lingkungan, eksploitasi besar – besaran yang 
menimbulkan pembuangan limbah serta polusi udara akibat pemakaian bahan 
kimia berbahaya yang mengancam kehidupan manusia.  Environmentalism 
diasumsikan tiga pandangan, seluruh pandangan tersebut berdasarkan pada 
pandangan kemanusiaan sebagai bagian dari integral alam dimana manusia dan 
alam memiliki hubungan kesinambungan yang saling membutuhkan dan 
                                                        
25Adriansyah Wijaya,2015, Op.cit. hal 17 
 
 20
bergantung pada perilaku manusia terhadap alam atau lingkungannya. Definisi 
pertama mengenai Environmentalisme adalah orientasi konseptual mengenai 
gagasan alam, keseimbangan ekologi, dan perkembangan ekologi sebagai pusat 
kelangsungan hidup manusia. Definisi kedua, Environmentalism adalah salah satu 
proses yang menekankan bagaimana manusia mempengaruhi serta mengubah 
alam dalam lingkup ekonomi dan politik dan bagaimana pengaruh ini merugikan 
hubungan sosial, baik nasional maupun internasional. Dan definisi yang ketiga 
adalah program politik, ideologi dan rancangan tindakan di tingkat agregasi 
sosial.26 
Dalam The New Encylopedia Britanica mendefinisikan Environmentalism 
sebagai suatu teori yang menekankan kepentingan faktor alam sekitar dalam 
mencorakkan pembangunan budaya dan masyarakat. Bullock (1997) dalam The 
Fontana Dictionary of Modern Thought mendefinisikan environmentalism 
sebagai doktrin falsafah yang memberi penekan kepada faktor alam sekitar seperti 
iklim dunia, dihubungkan dengan aktivitas manusia. Berdasarkan definisi ini, 
pengaruh alam sekitar dianggap dominan dalam menentukan pola aktivitas serta 
budaya kehidupan. Selanjutnya T.O’Riordan dalam bukunya Environmentalism 
memperluas ruang lingkup konsep Environmentalism dengan mendefinisikan 
kepada tiga aspek yaitu :  
1. Environmentalism merujuk kepada falsafah alam sekitar, yaitu falsafah 
yang membentuk nilai dan moral sebagai pertimbangan kepada persepsi 
seseorang akan hubungan aam sekitar   
                                                        
26Nazli Choucri, (2nd edition)The oxford companion to politics of the world, 2001 
A-19_Choucri_Environmentalism_Oxford_Politics.pdf diakses pada 6 April 2016 
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2. Environmentalism merujuk kepada ideologi alam sekitar, yaitu aliran-
aliran pemikiran yang berkait dengan alam sekitar yang mencorakkan 
bidang-bidang kehidupan yang lain sebagai formula kearah pembentukan 
polisi alam sekitar 
3. Environmentalism merujuk kepada perubahan reka bentuk alam sekitar 
yaitu aplikasi yang praktikal bagi memanifestasikan falsafah alam sekitar 
sebagai rancangan bertindak bagi semua peringkat. 27 
Gerakan hijau tidak hanya meningkatkan kesadaran masalah lingkungan, 
tetapi juga mengharuskan penempatan dari masalah lingkungan ini dalam 
menempatkan agenda politik suatu negara. Konsep Eenvironmentalism 
memandang jika kerjasama antar negara dibutuhkan untuk menyelesaikan 
permasalah tersebut. Pandangan tersebut juga memandang jika institusi atau 
struktur dapat memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang 
ada. Dapat dikatakan, Environmentalism menerima framework dari 
keberadaan struktur politik, sosial, ekonomi, dan normatif dari politik dunia 
dan berusaha menyelaraskan isu lingkungan didalamnya. Berbeda dengan 
green theory yang menganggap struktur tersebut sebagai alasan utama krisis 
lingkungan dan berpendapat bahwa struktur ini haruslah mendapat tantangan. 
Inti dari Environmentalisme ini merupakan sebuah konsep pandangan 
bahwa manusia sebagai bagian dari alam yang tidak terpisahkan. Konsep ini 
memiliki implikasi analisis penting mengenai konsepsi terpadu dari kehidupan 
di bumi yang membahas relasi dari  lingkungan dan proses sosial. 
                                                        
27Tata Lingkungan Melalui Environmentalime, http://www.scribd.com/doc/59409103/Tata-
Lingkungan-Melalui-Environmental-is-Me  diakses pada 12 April 2016 
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Enviromentalisme berusaha menjelaskan tentang saling ketergantungan antara 
semua elemen di bumi. Environmentalisme menjelaskan bahwa manusia tidak 
seharusnya mengeksploitsai alam. Selain itu manusia terjebak dalam paradoks 
mendasar bahwa setiap bentuk implementasi pengetahuan merupakan hasil 
dalam degradasi sumber daya, mulai dari sumber daya yang memiliki manfaat 
tinggi hingga yang paling rendah, dengan konsekuensi produksi berupa 
limbah (terkadang bersifat beracun). Selain itu, teknologi membutuhkan 
sumber energi dimana semakin modern pengetahuan dan keterampilan, maka 
semakin besar jumlah energi dan sumber daya energi lain yang diperlukan, 
Dan juga adanya kecenderungan manusia untuk memajukan sebuah teknologi 
tersebut diluar kebutuhan dasar yang mereka butuhkan.  
Seiring berkembangnya zaman, lahir turunan baru dari konsep ini 
dikenal adanya NewEnvironmentalism. Dalam hal Substansif 
NewEnvironmentalism didefinisikan oleh dua set unsur yang saling 
berinteraksi. Yang pertama berkaitan dengan dampak globalisasi terhadap 
lingkungan hidup, dan globalisasi lingkungan hidup itu sendiri. Konsep ini 
menggunakan legitimasi yang lebih besar, untukmembatasidan menegakkan 
norma-norma dan nilai-nilai lingkungan. Hal tersebut mewakili legitimasi dari 
lingkungan hidup dan meningkatkan relevansinya terhadap kebijakan. Inti dari 
New Environmentalism adalah mengenai ketergantungan sistem sosial 
terhadap sistem alam serta hubungan antara isu-isu lingkungan dan 
pembangunan berkelanjutan. 28  Terdapat perkembangan pemahaman yang 




signifikan terhadap konsep NewEnvironmentalism. Yang pertama adalah 
karakteristik biogeokimia dari perubahan lingkungan yang pada umumnya 
masih ada ketidakpastian mengenai efek balik terhadap kedua proses fisik dan 
sosial. Kedua, lingkungan serta proses sosial beroperasi bersama namun tidak 
setara, dan kadang saling tumpang tindih. Ketiga, ada dampak antargenerasi 
dari perubahan lingkungan dimana generasi mendatang merasakan dampak 
lingkungan dari tindakan generasi masa lalu dan sekarang, yang 
mencerminkan kompleksitas yang terkait dengan waktu yang lama. Keempat 
merupakan ireversibilitas tersebut atau ketidakberdayaan untuk kembali ke 
kondisi awal. Mungkin saja bahwa beberapa pola dari perubahan lingkungan 
tidak dapat dihentikan. Akhirnya, dari semua penyebab kerusakan lingkungan 
serta konsekuensinya meningkatkan kekhawatiran dari seluruh negara.  
Tidak semua negara berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan 
global dan juga tidak mendapatkan dampak yang sama, yang selanjutnya 
membatasi pengembangan tanggapan internasional terhadap masalah 
lingkungan. Akibat dari hal ini terjadi beberapa ketidakpastian perubahan 
lingkungan global. Oleh karena itu, tanggung jawab lingkungan ini 
dibebankan kepada masyarakat internasional serta respon kebijakan negara 
dalam penganggulangan isu-isu tersebut.  
 
B. Rezim Internasional  
Rezim internasional berkaitan dengan aktifitas-aktifitas anggota sistem 
internasional dan dilakukan diluar batas-batas yurisdiksi negara –negara berdaulat 
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atau melewati batas-batas yurisdiksi internasional. Menurut Oran R. Young rezim 
merupakan institusi sosial yang mengatur tindakan anggotanya yang tertarik pada 
sebuah aktifitas yang spesifik, secara singkat rezim adalah sebuah struktur sosial. 
Hal ini penting untuk tidak di salah artikan sebagai sebuah fungsi, meskipun 
dalam berjalannya sebuah rezim sering memberikan kontribusi dalam pemenuhan 
fungsi – fungsi tertentu.29 Selain itu Rezim internasional menurut  Stephen D. 
Krasner, adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses 
pembuatan keputusan, baik yang bersifat ekspilit maupun implisit yaitu berkaitan 
dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor 
tersebut dalam hubungan internasional.30 
 Menurut John Ruggie, Rezim Internasional adalah sekumpulan ekspektasi 
atau pengharapan bersama, peraturan, rencana, komitmen organisasi dan finansial 
yang telah diterima dan disepakati oleh sekelompok negara. Lebih lanjut Keohane 
dan Nye mendefinisikan rezim Internasional sebagai serangkaian rencana yang 
didalamnya terdapat aturan, norma, dan prosedur–prosedur yang mengatur 
tingkah laku dan mengontrol efek yang ditimbulkan oleh rezim itu sendiri.31 
Menurut haggard dan Simmons Kepentingan rezim timbul karena adanya 
ketidakpuasan akan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, 
dan organisasi. Selain itu menurut mereka definisi rezim berbeda dengan definisi 
kerjasama terutama dengan definisi dari institusi, Rezim merupakan contoh dari 
                                                        
29 Oran R. Young, 1980,International Regimes: Problems of Concept Formation, 
http://www.jstor.org/stable/2010108?seq=1#page_scan_tab_contentsdiakses pada 12 
April 2016 
30 Beth A simons & Lisa L martin, 2004. Handbook Of International Relations, London : SAGE 
Publications hal : 397 
31 Perwita & Yani, Op.cit 
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perilaku kerjasama dan upaya untuk memfasilitasi kerjasama, namun kerjasama 
dapat terjadi tanpa adanya rezim terlebih dahulu. Perbedaan mendasar antara 
rezim dengan institusi adalah cara kedua hal ini dalam memandang aktor-aktor 
dalam hubungan internasional terutama organisasi internasional.32 
Fokus utama dalam penelitian ini ialah berfokus terhadap kerusakan 
lingkungan. Karena adanya urgensi untuk memecahkan masalah yang berkaitan 
mengenai isu lingkungan tersebut maka munculah Rezim Lingkungan 
Internasional, contoh dari rezim lingkungan yang dituangkan dalam sebuah 
perjanjian seperti protokol maupun konvensi seperti Protokol Montreal dan 
Konvensi Wina.  
Dinamika kemunculan Rezim lingkungan Internasional sendiri menurut 
Caroline Thomas bahwa respon masyarakat Internasional terhadap isu perubahan 
iklim global dapat dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama, adalah fase 
meningkatnya kerjasama para ilmuwan dalam mengembangkan wawasan dan 
pengetahuan tentang permasalahan perubahan iklim. Fase ini meliputi periode 
sebelum tahun 1972, tetapi selanjutnya perhatian semakin bertambah sejak 
Konferensi Stockholm tahun 1972 hingga tahun 1988. Fase kedua meliputi 
periode antara tahun 1988 hingga 1990, pada fase ini pemanasan global masuk ke 
dalam wacana politik, dan negara-negara mengadakan serangkaian pertemuan 
untuk berdiskusi, bagaimana merespon pemanasan global dan selanjutnya akhir 
dari pertemuan-pertemuan itu memunculkan gagasan untuk membentuk panel 
                                                        
32Andrew Hurrel & benedict kingbury, The International Politics of The Environment : 
Introduction,http://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2009/05/the_international_politics_of_the_environment.pdf diakses pada 
12 April 2016 
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ilmuwan. Fase ketiga adalah periode setelah tahun 1990, pada fase ini negara- 
negara mulai menegosiasikan sebuah konvensi internasional pemanasan global, 
lewat komite negosiasi antar pemerintah (international negotiating 
committee/INC) untuk membuat kerangka konvensi. Negosiasi tentang perubahan 
iklim terus diselelenggarakan oleh hingga KTT Bumi UNCED tahun 1992 di Rio 
Dejaneiro. Karakter rezim lingkungan internasional yang spesifik adalah 
ketergantungan yang amat besar pada sifat isu, tingkat pengetahuan tentang isu 
dan biaya pilihan kebijakan alternatif. Beberapa faktor yang ada di dalam hukum 
dan rumusan kebijakan lingkungan internasional dan di dalam perkembangan 
rezim internasional sering dikesampingkan, patut mendapat perhatian khusus : 
1.  Meningkatnya peran penting LSM lingkungan. Mereka ini memainkan 
peran penting dalam mengubah perilaku publik dan politik terhadap 
lingkungan dan menempatkan isu lingkungan di tempat yang lebih tinggi 
dalam agenda politik negara-negara yang terus bertambah; dalam 
mempublikasikan sifat dan keseriusan permasalahan lingkungan; bertindak 
sebagai saluran perluasan penelitian ilmiah dan mengorganisir serta 
menciptakan tekanan kepada negara, perusahaan dan organisasi 
internasional. 
2.  Adanya peran individu dalam menyorot permasalahan-permasalahan 
tertentu dalam membentuk tanggapan internasional terhadap permasalahan 
lingkungandan dalam memfasilitasi hasil-hasil negoisasi. 
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3.  Pengaruh konteks kebijakan luar negeri terhadap proses negosiasi 
lingkungan.33 
 
C. Kepentingan Nasional 
 Kepentingan Nasional atau yang dikenal dengan istilah National  
Interest pada hakekatnya merupakan salah satu komponen yang penting dalam 
Hubungan Internasional. Negara sebagai aktor utama dalam Hubungan 
Internasional sangat memerlukan kepentingan nasional dalam melakukan interaksi 
antar negara dalam lingkup yang global. Konsep kepentingan nasional merupakan 
konsep yang sering dipakai untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan 
maupun menganjurkan perilaku internasional. Secara konseptual, kepentingan 
nasional digunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. 
Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang mendeskripsikan prinsip 
dan tujuan negara untuk melakukan hubungan internasional.34 
Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. 
Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-
ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu 
‘power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak 
langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu 
negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak 
dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang 
menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan 
                                                        
33Ibid.  
34Yusuf & Sudri. 1989.Op.cit 
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demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk 
menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Seperti yang 
dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional; 
“...hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan 
keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. 
Keunggulan komparatif (comparative advantage) tersebut 
membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap 
negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai 
kepentingan nasional...” 
 
selain itu Kepentingan Nasional utama dari setiap Negara di dunia 
sebenarnya sama, yaitu untuk tetap bisa mempertahankan 
eksistensinya.  Sedangkan dalam praktek nyatanya, kepentingan nasional setiap 
Negara selalu berjalan seiringan dengan tujuan nasional dari Negara itu sendiri. 
Karena setiap Negara mempunyai tujuan nasional yang beragam dan sangat 
kompleks, maka tidak akan ada Negara yang mempunyai kepentingan nasional 
yang sama persis dengan kepentingan nasional Negara lain. Untuk 
mengimplementasikan tujuan kepentingan nasional ini, maka suatu negara harus 
lebih mengacu kepada kebijakan yang lebih mempertimbangkan beberapa 
persoalan dalam suatu negara. 35  Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan 
nasional merupakan; 
kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi 
dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural 
dari gangguan negara-negara lain. dari tinjuan itu, para 
pemimpin suatu negara dapat menurunkan kebijakan 
spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun 
konflik. 
                                                        
35
Erik Faripasha S, 2009. Dinamika kemunculan Rezim Lingkungan Global dan Politk 
Lingkungan Hidup global,http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131877-T%2026745-
Kebijakan%20luar-Tinjauan%20literatur.pdf diakses pada 12 April 2016 
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Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian 
berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini 
ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri 
kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Hal ini dapat menjelaskan 
bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan 
yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, 
hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, 
merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat 
dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga 
menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum 
memutuskan menjalankan kerjasama.  
Mohtar Mas’oed menjelaskan konsep ini sama dengan menjalankan 
kelangsungan hidup. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kelangsungan hidup 
tercipta dari adanya kemampuan minimum. Kemampuan minimum tersebut dapat 
dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain. Hal 
tersebut menjelaskan bagaimana sebuah kepentingan dapat menghasilkan 
kemampuan akan menilai kebutuhan maupun keinginan pribadi yang sejalan 
dengan itu berusaha menyeimbangkan akan kebutuhan maupun keinginan dilain 
pihak. Konsep ini juga menjelaskan seberapa luas cakupan dan seberapa jauh 
sebuah kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya. 
Kemampuan disini menjadi batasan yang didukung dari Sumber Daya Manusia 
(SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).  
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Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yakni; 
kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional 
yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital 
biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai 
inti (core values) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan 
kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung 
dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar 
negeri. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan 
digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus 
segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena 
prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih 
baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama.36 
Untuk mencapai kepentingan nasional, suatu negara dituntut untuk 
melakukan interaksi dengan negara lain. negara membutuhkan serangkaian 
kebijakan politik luar negeri. Sebagaimana yang dijelaskan coulumbis dan wolfe, 
bahwa “politik luar negeri merupakan sintesis dari tujuan atau kepentingan 
nasional dengan power dan kapabilitas”.37 
Dalam analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini negara, 
akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, 
pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan 
dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama. 
                                                        
36http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11524/BAB%20II.pdf?sequence=2 
diakses pada 14 April 2016 
37R. Soepatro, 1997, Hubungan Internasional: sistem, interaksi dan perilaku, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, hal. 187. 
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Tindakan demikian tergantung dari seberapa besar ‘power’ yang dimiliki negara 
tersebut. Selain itu negara sebagai aktor utama dalam percaturan internasional 
harus memiliki nilai yang menjual dalam arti ada kemampuan yang dimilikinya, 
sehingga ia disegani oleh lawannya yang menjadi bahan pertimbangan kerjasama. 
Seperti yang digambarkan oleh Jon C. Pevehouse dalam bukunya yang berjudul 
International Relations: 
Actors use strategy to pursue good outcomes in bargaining 
with one or more other actors. States deploy power 
capabilities as leverage to influence each other’s actions. 
Bargaining is interactive, and requires an actor to take 
account of other actor’s interests even while pursuing its 
own. 
  
Dalam rana internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang 
dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana 
membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karema 
keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga 
dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai 
komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah 
“relation” atau relasi38 
 
 
D. Penelitian Sebelumnya 
 Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 
penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan 
sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu 




dijasikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan 
permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.  
 Penelitian ini telah diangkat oleh penelitian sebelumnya ditahun 2009 
yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu Global Penipisan 
Lapisan Ozon” Oleh Winda wati Pinem dari Universitas Sumatera Utara, 
bertujuan menginformasikan bentuk kebijakan luar negeri Indonesia dalam 
merespon isu global penipisan lapisan ozon dan dalam hal ini peneliti 
menggunakan konsep Kepentingan Nasional yang dianggap sebagai power yang 
harus dimiliki suatu negara dan menjadi pertimbangan utama negara dalam 
membentuk kepentingan nasionalnya.39 
 Penelitian tersebut dilakukan dengan menyajikan data data mengenai 
pengambilan kebijakan Indonesia dalam merespon isu global penipisan lapisan 
ozon,  yang didalamnya turut dijelaskan mengenai penerapan Protokol Montreal 
di Indonesia serta penjelasan mengenai kepentingan-kepentingan negara dalam 
menerapkan kebijakan nasional dan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi 
isu perubahan iklim khususnya antara negara maju dan berkembang. Berdasarkan 
penelitian ini kita dapat melihat respon Indonesia terhadap perlindungan 
llingkungan dan pengambilan keputusan yang dilakukan Indonesia dalam 
merespon isu lingkungan global dan bagaimana perbedaan kepentingan negara 
maju dan berkembang dalam menangani isu lingkungan ini.  
 Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini 
adalah : 
                                                        
39Winda Wati Pinem, Op.cit 
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 1.  Persamaan penelitian 
a. Dalam penelitian Winda Wati Pinem sama-sama meneliti 
mengenai respon dunia internasional dan khususnya 
Indonesia dalam merespon isu penipisan lapisan ozon. 
b. Selain itu, penelitian tersebut turut menggambarkan 
kebijakan-kebijakan yang diambil Indonesia setelah 
meratifikasi Protokol Montreal.  
2.  Perbedaan penelitian  
a. Dalam penelitian Winda Wati Pinem lebih berfokus pada 
kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani isu 
penipisan lapisan ozon, sedangkan dalam penelitian ini 
penulis lebih fokus terhadap kebijakan dalam negeri dan 
gambaran penerapannya di Indonesia  
b. Selain itu, penelitian Winda Wati Pinem turut menjelaskan 
mengenai perbedaan kepentingan negara maju dan 
berkembang dalam menciptakan kebijakan isu lingkungan 
tersebut, sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih 
berfoks pada dampak dan prospek Indonesia setelah 
















A. Sejarah Protokol Montreal  
1. KTT Lingkungan Hidup, Stockholm 1972 
Isu lingkungan hidup sendiri berawal pada konferensi lingkungan 
hidup atau United Nations Conference on Human Environment (UNCHE) 
yang diprakarsai oleh PBB atau persatuan bangsa-bangsa di Stockholm, 
Swedia. Konferensi inilah yang pertama kali membawa isu lingkungan 
menjadi isu utama pada tataran internasional dan membuat pengkajian 
antara lingkungan hidup dan pembangunan. Konferensi ini menunjukkan 
bahwa Industri merupakan cikal bakal masalah lingkungan, 40  seperti 
degradasi habitat, toksisitas dan hujan asam.41 Konferensi ini berlangsung 
pada bulan Juni tahun 1972 dan diikuti oleh 114 Negara. Dari konferensi 
inilah untuk pertama kali muncul motto “hanya ada satu bumi” atau Only 
One Earth untuk semua manusia. Selain itu konferensi Stockholm 
menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia atau 
World Environment Day.  
Dalam konferensi kesepakatan mengenai keterkaitan konsep 
pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, Persoalan lingkungan 
                                                        
40 The Encyclopedia of Earth - United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE), 
Stockholm, Sweden,  http://www.eoearth.org/view/article/156774/ diakses pada  tanggal 
3 April 2016 
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hidup diidentikkan sebagai akibat dari kemiskinan, keterbelakangan, 
tingkat pembangunan yang masih rendah dan pendidikan rendah. Dan 
dapat dikatakan bahwa kemiskinanlah yang menjadi penyebab utama 
kerusakan Lingkungan hidup didunia, sehingga dalam konferensi ini telah 
disepakati suatu persepsi bahwa kebijakan lingkungan hidup harus terkait 
dengan kebijakan pembangunan nasional.42 
Selain itu isi dari konferensi ini menekankan bahwa sebagai 
manusia dan masyarakat internasional sudah sepatutnya memperlakukan 
lingkungan dengan bijak yang dapat membawa sebuah kemajuan bagi 
pembangunan dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. 
Khususnya di negara – negara berkembang  sebagian besar mengalami 
masalah lingkungan yang disebabkan oleh alur pembangunan. Jutaan 
masyarakatnya hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya 
pendidikan. Dan oleh karena itu negara – negara maju atau dapat 
dikatakan sebagai negara industri harus melakukan upaya untung 
mengurangi kesenjangan yang terjadi pada negara – negara berkembang. 
Di negara industri sendiri, masalah lingkungan kerap hadir pada umumnya 
terkait dengan industrialisasi dan pengembangan tekonologi. Dibutuhkan 
sebuah negara yang antusias, intensitas kerjasama yang baik dan teratur 
dimana warga negara harus menggunakan pengetahuan mereka untuk 
membangun, bekerjasama dengan alam untuk lingkungan yang lebih baik. 
Dan yang terakhir, Untuk mencapai tujuan dalam konferensi ini akan 
                                                        
42 Moh Jafar, “KTT lingkungan hidup” 
https://www.academia.edu/9514194/KTT_Lingkungan_Hidup diakses pada tanggal 3 
april 2016 
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menuntut tanggung jawab bersama oleh warga negara, perusahaan – 
perusahaan dan lembaga di setiap tingkatan untuk mengambil peran secara 
adil dan bertanggung jawab untuk masa depan lingkungan hidup. 43 
 
2. UNEP (United Nations Environment Programme) 1972 
Konferensi Stockholm ini merupakan tonggak sejarah pertama kali 
dibentuknya UNEP atau United Nation Environment Programme dan 
merupakan salah satu prestasi terbesar dari UNCHE. UNEP merupakan  
motor pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup dan telah 
melahirkan gagasan besar pembangunan berkelanjutan yang berbasis di 
Nairobi, Kenya. Misi UNEP adalah untuk memberikan kepemimpinan dan 
mendorong kemitraan dan kerjasama dalam merawat lingkungan dengan 
menginspirasi, menginformasikan negara – negara untuk meningkatkan 
kualitas hidup mereka tanpa mengorbankan masa depan. Oleh karena itu 
untuk menyuarakan perlindungan lingkungan dalam sistem PBB dan 
kerjasamanya  UNEP memiliki tanggung jawab sebagai berikut; 
1. Meningkatkan kerjasama internasional dibidang lingkungan dan 
merekomendasikan kebijakan yang tepat. 
2. Pemantauan status lingkungan global dan pengumpulan dan 
menyebarluaskan informasi lingkungan 
                                                        
43Declaration of the United Nations Conference on the Human 
Environmenthttp://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=97&a
rticleid=1503 diakses pada tanggal 3 April 2016 
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3. Mengkatalisasi kesadaran lingkungan dan tindakan untuk mengatasi 
ancaman utama lingkungan di antara pemeritah, sektor swasta dan 
masyarakat sipil  
4. Memfasilitasi koordinasi kegiatan PBB pada hal-hal yang 
bersangkutan dengan lingkungan dan memastikan melalui kerjasama, 
penghubung dan partisipasi bahwa kegiatan mereka mengambil 
pertimbangan terhadap kondisi lingkungan  
5. Mengembangkan program regional untuk kelestarian lingkungan  
6. Membantu kemetrian lingkungan dan pihak pihak yang berkaitan 
lainnya, khususnya di negara-negara berkembang dan negara yang 
dalam status ekonomi transisi untuk merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan lingkungan   
7. Membantu untuk mengembangkan hukum lingkungan internasional 
dan menyediakan ahli daran pada pengembangan dan penggunaan 
konsep lingkungan44 
 
Selain itu, aktivitas utama yang dilakukan oleh UNEP adalah 
Earthwatch, yaitu sebuah sistem monitor internasional yang didesain 
untuk memberikan fasilitas untuk bertukar informasi mengenai lingkungan 
antar pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan anggotanya 
prediksi signifikan mengenai resiko kerusakan lingkungan dan bagaiaman 
                                                        
44UNEP organization Profile,http://www.unep.org/PDF/UNEPOrganizationProfile.pdf diakses 
pada tanggal 3 april 2016 
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dalam melakukan tindakan pencegahan ataupun penanggulangannya. 
Selain itu, UNEP juga memegang peran yang cukup penting dalam 
memberikan insiasi bantuan dalam berbagai macam konvensi 
internasional, beberapa diantaranya seperti Montreal Protocol on Subtance 
That Deplete the Ozone Layer pada 1978, the Basel Convention on the 
Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal pada 1989, dan the UN Convention on Biological Diversity pada 
1992. Dalam konvensi tersebut, UNEP memegang peran penting yakni 
sebagai pihak yang mengimplementasikan, memonitor, dan juga 
menyediakan  data dan informasi perihal pengimplementasian keputusan 
dalam konvensi.45 
Struktur organisasi UNEP sendiri dibagi menjadi Governing 
Council, Sekretariat dan Komitmen perwakilan permanen. Gouverning 
council terdiri dari 58 negara anggota dan memiliki tugas untuk mengatur 
agenda lingkungan global dan elaborasi program kerja dan pendanaan 
UNEP. Untuk tahun 2006 – 2009 tercatat 58 negara menjadi anggota dari 
governing council , termasuk Indonesia dan Britania Raya.46 Kedua adalah 
direktur eksekutif yang merupakan fasilitator untuk melaksanakan 
pertemuan – pertemuan UNEP, dan memiliki sekretariat di Nairobi. Dan 
untuk Komite Perwakilan Permanen (KPP) yang terdiri dari duta –duta 
                                                        




amata%20Konstruktivis.html diakses pada tanggal 3 April 2016 
46UNEP organization Profile, Op.cit 
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yang memiliki pengetahuan dan keahlian serta sejumlah kemampuan lain 
diportofolio mereka. Tanggung jawab komite perwakilan permanen 
termasuk mereview konsep dari program kerja dan pendanaan UNEP, 
mengawasi implementasi kebijakan Gouverning Council, dan menyiapkan 
konsep kebijakan unutk pertimbangan Gouverning Council. Selanjutnya 
untuk pendanaan UNEP, organisasi ini memiliki tiga sumber dana yang 
berbeda, yakni pendanaan regular PBB, pendanaan program lingkungan 
dan dana-dana peruntukan tertentu. Pendanaan regular PBB adalah 
pendanaan yang digunakan untuk melapisi pembiayaan Gouverning 
Council dan sebuah sekretariat untuk menyediakan petunjuk kebijakan 
umum sebagai petunjuk dan manajemen program-program lingkungan dan 
koordinasi dan aksi lingkungan dalam sistem PBB. Berbeda dengan hal 
tersebut,  pendanaan program lingkungan diimplementasikan dalam 
program-program UNEP sendiri berdasarkan pada kontribusi sukarela 
secara berkala. Sedangkan dana peruntukan tertentu merupakan dana yang 
dialokasi untuk program – program spesifik yang disalurkan oleh 
organisasi lain, non-state maupun individu.47 
UNEP juga memiliki kantor di New York, Amerika Serikat, untuk 
menyediakan penghubung dengan Majelis Umum PBB dan Sekretariat. 
Kantor di Addis Ababa, Ethiopia, Brussels, Belgia, Kairo, Mesir. Masing-
masing memberikan penghubung dengan Uni Afrika, Uni Eropa dan Arab. 
                                                        
47Ibid.  
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UNEP juga memiliki kantor penghubung tingkat negara di Brasilia, Brazil, 
Beijing, china dan Moscow, Rusia.  
 
UNEP bekerjasama erat dengan peningkatan jumlah perjanjian 
lingkungan multilateral global dan regional. Konvensi lingkungan yang 
dikelola UNEP meliputi; 
1. Sekretariat konvensi wina untuk perlindungan lapisan 
ozon (ozon sekretariat) , di Nairobi, Kenya.  
2. Dana Multilateral Protokol Montreal, di Montreal, 
Kanada.  
3. Konvensi perdagangan internasional fauna dan flora 
langka (CITES), di Jenewa, Swiss. 
4. Konvensi keanegaraman hayati di Montreal, Kanada.  
5. Konvensi mengenai konservasi spesies hewan liar 
bermigrasi di Bonn, Jerman. yang meliputi AEWA, 
perjanjian tentang konservasi populasi kelelawar Eropa, 
dan perjanjian tentang konservasi kecil Cetacea dari 
Baltik dan laut utara.  
6. Konvensi Basel tentang gerakan lintas batas berbahaya 
di Jenewa, Swiss.48 
 
 
                                                        
48Ibid. 
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3. Konvensi Wina, Austria 1985 
  Setelah Konferensi Stockholm, problematika lingkungan hidup 
tidaklah surut, bahkan semakin memprihatinkan. Masalah lingkungan hidup 
terjadi karena perilaku manusia selama ini telah mengubah keteraturan alam. 
Alam tidak lagi sepenuhnya dapat berkompromi dengan kebutuhan manusia 
dalam melangsungkan kehidupannya. Semakin berkembangnya negara industri 
membuat pengekspolitasian alam semakin marak. Tidak satu negarapun di 
muka bumi yang luput dari masalah lingkungan, kendati dengan kadar dan 
kondisi yang berbeda. Pemanasan global, kepunahan jenis tumbuhan dan 
satwa, degradasi lahan dan deforestasi, meluasnya wabah penyakit, kekeringan 
dan banjir adalah wujud penolakan alam terhadap tindakan destruktif manusia. 
Tak hanya itu akibat ulah manusia, ozon yang sejatinya melindungi bumi dari 
radiasi sinar ultraviolet yang bisa menyebabkan kerusakan dan mutasi pada sel 
manusia, tumbuhan, dan hewan tak lagi maksimal akibat penipisan lapisan 
ozon. 
  Pada tahun 1974 ilmuwan menerbitkan hipotesis ilmiah pertama mereka 
bahwa bahan kimia yang diproduksi oleh sebagian besar industri-industri bisa 
membahayakan lapisan ozon khususnya dibagian statosfer. Para ilmuan 
menemukan bahwa gas clorofluorocarbon atau CFC yang secara luas 
digunakan dan dipandang sebagai bahan yang aman ternyata dapat memecah 
lapisan ozon. Pada tahun 1977 program lingkungan yang diprakarsai PBB, 
UNEP menyimpulkan rencana Aksi dunia pada lapisan ozon, yang 
menyerukan penelitian internasional yang intensif dan memantau lapisan ozon 
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secara keseluruhan. Dan pada tahun 1981, UNEP Gouverning Council resmi 
menyusun konvensi kerangka kerja global perlindungan ozon khususnya pada 
lapisan stratosfer. Pada Mei 1985 ilmuwan beserta British Antarctic Survey 
mengejutkan dunia ketika mereka mengumumkan penemuan lubang besar di 
lapisan ozon di atas Antartika , penemuan ini semakin memperkuat pendapat 
mengenai penggunaan bahan CFC yang membahayakan, oleh karena itu 
ditahun yang sama diselenggarakanlah Konvensi Wina pada 22 Maret 1985 di 
Austria. Konvensi ini menyimpulkan serta membuat sebuah kerangka 
perjanjian dimana pemerintah setuju untuk bekerjasama dalam penelitian yang 
relevan dan penilaian ilmiah mengenai masalah ozon, bertukar informasi dan 
mengadopsi tindakan yang tepat untuk mencegah segala praktek yang dapat 
membahayakan lapisan ozon. Kewajiban ini bersifat umum dan tidak 
mengandung batas tertentu pada bahan kimia yang membahayakan lapisan 
ozon.49 190 negara termasuk Indonesia merupakan anggota dari konvensi ini.50 
Konvensi Wina sendiri tetap merupakan sebuah bagian yang penting 
dari rezim ozon internasional, menyediakan forum untuk berdiskusi mengenai 
penelitian ilmiah dan pengamatan dari lapisan ozon serta sebagai landasan 
hukum pelaksanaan perlindungan lapisan ozon ditingkat internasional. Negara 
pihak yang telah menandatangai Konvensi Wina harus melaksanakan tindakan 
legislatif atau administratif serta kerjasama dalam mengembangkan kebijakan 
atau mencegah kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lapisan 
                                                        
49Audiovisual Library of International Law, Vienna Convention for the Protection of the Ozone 
Layer,http://legal.un.org/avl/ha/vcpol/vcpol.html diakses pada tanggal 3 April 2016  
50Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralDa
ta.do?redirect=true&treatyId=516 diakses pada 3 April 2016 
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ozon. 51  Selain itu, mengingat kewajiban mereka dibawah konvensi untuk 
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kesehatan manusia 
dan lingkungan terhadap efek samping dari bahan kimia berbahaya. tak hanya 
itu menyadari bahwa langkah-langkah yang diambil semata-mata untuk 
melindungi lapisan ozon dari penipisan harus didasarkan pada pengetahuan 
ilmiah yang relevan, dengan pertimbangan teknis dan pertimbangan ekonomi.52 
 
4. Protokol Montreal  
 Usaha Internasional mengenai perlindungan lapisan ozon tak terhenti di 
Konvensi Wina, sebagai bukti keseriuskan Negara- Negara peserta Konvensi 
Wina akhirnya membentuk sebuah perjanjian internasional yaitu Protokol 
Montreal yang disepakati pada 16 September 1987 di Canada dan mulai berlaku 
paa 1 Januari 1989. Perjanjian ini dibuat untuk menjadi tameng dalam 
mengendalikan bahan kimia perusak ozon dan menggantinya dengan alternatif 
yang lebih aman. Awal fokus perjanjian ini adalah pengurangan bahan 
Clorofluorocarbon atau CFC. CFC telah diindentifikasikan sebagai bahan kimia 
yang dapat memecahkan lapisan ozon khususnya pada lapisan stratosfer. CFC 
merupakan bahan kimia yang sering digunakan pada alat pendingin ruangan 
seperti AC , media pendingin di lemari es, bahan dorong dalam penyembur 
                                                        
51 Konvensi Wina,https://www.scribd.com/doc/56117612/KONVENSI-WINA-1985 diakses pada 
pada 4 April 2016  
52Ibid. 
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(aerosol), diantaranya semprot pengharum ruangan, penyemprot rambut dan 
minyak wangi. Tak hanyaitu, CFC juga dipakai dalam proses pembuatan plastik.53 
  
Protokol Montreal mencakup ketentuan penyesuaian untuk merespon 
dengan sigap terhadap setiap informasi ilmiah  dan mempercepat pengurangan 
bahan kimia yang merusak. Penyesuaian ini kemudian secara otomatis berlaku 
untuk semua negara yang meratifikasi protokol. Pada awal dideklarasikan sekitar 
31 negara pihak yang meratifikasi, namun seiring berjalannya waktu dan desakan 
intrenasional dan kelompok pemerhati masalah lingkungan khususnya masalaha 
menipisnya lapisan ozon diatas benua antartika maka jumlah negara yang sudah 
meratifikai Protokol ini sampai tanggal 13 maret 2007 mencapai angkat yang 191 
negara. Amerika sebagai negara yang besar menunjukkan respon baik mereka 
dengan mengirimkan delegasinya untuk menandatangai protokol Montreal pada 
tanggal 16 September 1987 dan dilevel domestik Amerika Serikat, Amerika 
Serikat telah meratifikasi Protokol Montreal pada tanggal 21 April 1988. Tak 
hanya Amerika, perhatian terhadap persoalan ozon menarik keikutsertaan bagi 
negara ngera lainnya seperti masuknya 12 anggota kawasan Eropa, yang tentunya 
sangat mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi pengurangan zat-zat 
yang dapat menipiskan lapisan ozon dan negra-negara Eropa tersebut mempunyai 
kepedulian yang serius terhadap ODS (ozone depletion substances). Selain itu 
juga menjelang bulan maret 1989, pihak yang meratifikasi Protokol Montreal 
semakin bertambah banyak menjadi 40 Negara. Selanjutnya negara-negara oihak 
                                                        
53Alya Minarsih, Bahaya Penggunaan CFC, 
https://www.academia.edu/13437256/BAHAYA_PENGGUNAAN_CFC. diakses pada 
tgl 4 April 2016 
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yag telah meratifikasi Protokol Montreal sudah menunjukkan keseriusan terhadap 
Protokol Montreal dengan membuat regulasi domestik. Tidak terkecuali pula, 
negara-negara Eropa yang memmiliki beban 768.400 ton CFC juga berjanji untuk 
meminimalisasikan atau melakukan pengurangan secara bertahap terhadap jumlah 
CFC yang dipakai. Negara-negara Eropa berjanji untuk menuntaskan 
pengurangan di negara masing-masing pada tahun 2000, yang kemudian 
dijadwalkan ulang lebih cepat pada tahun 1997. Selain itu sebagai produsen 
terbesar CFC yaitu mencapai 694.600 ton juga berjanji untuk melakukan 
pengurangan di level domestik Amerika Serikat dengan membuat Regulasi 
terhadap CFC dan melakukan pengawasan terhadap produksi, konsumsi, ekspor, 
dan impor CFC.  
 Setelah mendapatkan perhatian yang cukup besar dari banyak pihak, maka 
diharapkan Protokol Montreal akan mampu berjalan efektif dalam mengawal 
regulasi dalam rangka mengurangi kadar CFC dan zat-zat lain yang merupakan 
zat yang menipiskan lapisan ozon. Untuk itu perlu dibuat sebuah regulasi berupa 
pengaturan dan amandemen-amandemen dalam Protokol Montreal. Dalam 
sejarahnya, Protokol Monteal telah mengalami satu kali pengaturan yakni di Wina 
pada tahun 1995 dan empat kali amandemen selanjutnya. Pengaturan dan 
amandemen ini dilakukan atas kerangka dasar bahwa untuk melaksanakan dan 
mengefektifkan tujuan dari Protokol Montreal diperlukan perubahan dan 
pengaturan yang disesuaikan dengan dinamika zat-zat yang menipiskan lapisan 
ozon dan kondisi domestik di masing-masing negara pihak. 
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Amandemen pertama dalam protokol Montreal terjadi pada tanggal 29 juni 
1990 London. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat prosedur-prosedur 
pengawasan substansi-substansi yang mengurangi lapisan ozon termasuk dalam 
Protokol Montreal, serta memperluas lingkup Protokol dengan menambahkan 12 
bahan kimia yang membahayakan lapisan ozon dan membentuk mekanisme 
keuangan untuk Protokol Montreal. Amandemen ini telah diratifiksi oleh 185 
negara pihak dan disusul oleh penandatanganan Amerika serikat tepat setahun 
setelahnya. Kemudian Protokol Montreal mengalami sejumlah amandamen 
selanjutnya seperti Amandemen kedua pada 23 hingga 25 November tahun 1992 
di Copenhagen. Amandemen ketiga pada 15 hingga 17 September tahun 1997 di 
Montreal. Dan Amandemen terakhir diselenggarakan pada 29 hingga 3 Desember 
tahun 1999 di Beijing , sejumlah rentetan Amandemen yang dilaksanakan semata-
mata untuk semakin menyempurnakan perjanjian ini dan memaksimalkan usaha 
internasional dalam penanggulangan penipisan lapisan ozon. 54 
Pasca dideklerasikannya Protokol Montreal pada tahun 1987 sebagai 
media pelaksana dari konvensi Wina pada tahun 1985, banyak negara yang 
tertarik untuk bergabung pada tahun 1987 adalah 31 negara Pihak. Seperti Arab 
Saudi, Mesir, Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, Uni Soviet dan lain-lain. diantara 
banyak negara yang menandatangani dan meratifikasi Protokol Montreal, negara-
negara Eropa merupakan negara yang sangat peduli terhadap persoalan 
lingkungan. Negara yang sangat menonjol dalam perlindungan terhadap 
lingkungan adalah Jerman, khususnya Jerman Barat. Ketika fenomena lubang 
                                                        
54Instrumen Hukum Internasional dan Hukum Nasional Yang Berkaitan Dengan pemanasan 
Global,http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25856/3/Chapter%20II.pdf di 
akses  pada tanggal 4 April 2016 
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ozon menjadi perbincangan yang hangat di kalangan akademisi, praktisi, dan 
epistemic community, maka saat itu pula banyak negara yang apatis dan tidak 
sedikit pula yang hanya menganggapnya sebagai isu politik. Jerman Barat, 
sebelum terjadinya unifikasi dengan Jerman Timur, memiliki sikap yang berbeda 
dengan negara-negara lain. Maksudnya adalah Jerman memiliki perhatian yang 
relative besar terhadap persoalan penipisan lapisan ozon di atas benua Antartika. 
Keseriusan Jerman Barat atas persoalan ozon, dapat dilihat dari dibentuknya 
departemen lingkungan hidup yang secara khusus menangani regulasi zat-zat 
yang menipiskan lapisan ozon. 
Salah satu keunggulan dari protokol ini adalah negara – negara yang 
meratifikasi protokol memiliki kesepakatan target pengurangan namun tidak ada 
ketetapan aturan mengenai bagaimana negara melakukan pengurangan tersebut. 
Protokol Montreal membiarkan negara- negara bereksperimen dengan pendekatan 
ilmiah dan menyesuaikan keadaan di masing- masing negara. Jadi dapat dikatakan 
perjanjian ini sangat fleksibel dan tidak memberatkan bagi negara- negara 
terutama bagi negara-negara berkembang, yang memiliki banyak hambatan 
seperti dari segi ekonomi dan teknologi.  
Pengakuan dari masyarakat global mengenai penipisan ozon dan hadirnya 
Protokol ini juga mempengaruhi bidang perdagangan. Adanya batasan bagi negara 
anggota untuk melakukan perdagangan dengan negara yang tidak meratifikasi 
protokol. Selain itu negara-negara yang masih ingin menggunakan CFC 
dianjurkan untuk menjadi pihak kesepakatan dan konsumsi serta produksi mereka 
sudah sepatutnya dikendalikan oleh protokol.  
 48
Adapun sejumlah alternatif dari  pihak Protokol Montreal terhadap 
pengurangan pemakaian bahan CFC, tidak dapat dipungkiri bahwa bahan CFC 
dari segi pemakaian sangat membantu kegiatan perindustrian serta produk-produk 
yang sebelumnya sangat bergantung dengan pemakaian bahan CFC. Namun 
bahan CFC ini sudah jelas dapat merusak lapisan ozon dan menambah emisi gas 
rumah kaca, oleh karena itu dengan sejumlah pendekatan ilmiah dan penelitian, 
bahan kimia yang aman untuk digunakan adalah HFC atau Hidrofluorkarbon. 
Bahan ini merupakan salah satu bahan kimia yang dianjurkan digunakan sembari 
mengganti pemakaian CFC karena tidak mengandung klorin dan tidak menguras 
lapisan statosfer ozon. HFC ini juga dapat digunakan dalam mesin pendingin 
seperti bahan CFC. Bahan ini menjaga mesin pendingin agar tidak terpengaruh 
suhu ruangan dan menjaga suhu dingin didalam mesin. Namun meskipun begitu 
dengan semakin meningkatnya permintaan dan pemakaian bahan HFC ini akan 
tetap diatur oleh Protokol Montreal, begitu juga dengan beberapa bahan alternatif 
yang lainnya. Pihak Protokol akan terus mengembangkan sebuah penelitian agar 
dapat memberikan solusi yang terbaik bagi perlindungan lapisan ozon.  
 
Gambar 3.1 berikut menunjukkan jumlah pemakaian pengalihan CFC 






Grafik 3.1 Tingkat penggunaan perubahan penggunaan CFC ke HFC  
 
sumber : UNEP, 2011 
 
 
Bahan Perusak ozon selain memiliki potensi Perusak ozon juga memiliki 
potensi yang cukup besar untuk Global Warming, atau pemanasan global, 
pemanasan global inilah yang membuat perubahan iklim yang ekstrim atau 
tidak menentu. Potensi dari suatu jenis bahan kimia untuk merusak ozon 
dinyatakan Ozone depletion Potential  atau ODP. CFC memiliki Potensi 
merusak ozon, namun dari tahun ketahun pemakaian CFC semakin menurun 
dan semakin mengurangi potensinya untuk merusak ozon  
 Diagram 3.2 berikut menunjukkan jumlah potensi CFC yang dapat 






Diagram 3.2 Jumlah CFC merusak ozon  
 
 sumber : Eco-action.org 
 Berbagai jenis CFC berpotensi untuk menyebabkan kerusakan pada 
lapisan ozon. namun berkat Protokol Montreal dari tahun 1986 hingga 1994 
penggunaan CFC semakin berkurang dan potensi merusak ozon pun semakin 
berkurang  
4.1 Protokol Montreal di Negara Berkembang  
Tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan bagi setiap perjanjian 
internasional dalam hal ini Protokol Montreal akan dilihat dari kesuksesannya 
negara – negara anggota perjanjian dalam mengaplikasikan Protokol. Namun jalan 
bagi setiap negara dalam mengimplementasikannya akan berbeda – beda sesuai 
kondisi dari setiap negara. Dapat dipahami bahwa bagi negara-negara berkembang 
akan lebih sedikit sulit menjalankan sebuah protokol ketimbang negara-negara 
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besar atau maju, adanya hambatan dari segi teknologi dan ekonomi. Namun 
keikutserataan negara berkembang dalam protokol ini adalah sama pentingnya 
dengan keikutsertaan negara maju. Pihak Protokol telah berunding mengenai 
bagaimana langkah – langkah penerapan dan pengendalian untuk negara-negara 
berkembang. Negara berkembang akan tetap harus memenuhi persyaratan dan 
target yang sama dengan negara maju. Dengan demikian, untuk mencapai hal 
tersebut adanya pengertian dari pihak protokol dimana negara berkembang akan 
diberikan sejumlah bantuan berupa bantuan dana multilateral (multilateral fund).55 
Multilateral Fund ini didedikasikan untuk membalikkan keadaan akibat 
kemerosotan lapisan ozon bumi . Didirikan pada tahun 1991 untuk membantu 
negara-negara berkembang memenuhi komitmen terhadap protokol. Bantuan ini 
dikelola oleh Komite Eksekutif dengan beranggotakan dari negara-negara maju 
dan negara berkembang. Sekretariat Dana di Montreal turut membantu dalam 
tugas tersebut. Sejak tahun 1991, bantuan ini telah menyetujui kegiatan termasuk 
perubahan dibidang industri, bantuan teknis, pelatihan dan peningkatan kapasitas 
senilai lebih dari US $ 3milyar. Dana Multilateral ini didirikan oleh keputusan 
rapat kedua atau amandemen kedua Protokol Montreal pada bulan Juni 1990 di 
London, dan mulai beroperasi ditahun yang sama. Tujuan utama dari bantuan ini 
adalah untuk membantu mengembangkan negara – negara yang berkomitmen 
dengan Protokol Montreal  dalam memenuhi target serta dapat mematuhi langkah-
langkah pengendalian Protokol.  
                                                        
55Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 2007: A success in The 
Makinghttp://ozone.unep.org/Publications/MP_A_Success_in_the_making-E.pdf diakses 
pada 4 April 2016 
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Untuk merancang dan memberikan pelayanan kepada negara berkembang, 
UNEP bekerjasama dengan sejumlah negara – negara maju yang secara resmi 
berkontribusi untuk negara berkembang, terdiri dari Austria, Australia, Kanada, 
Republik Ceko, Komisi Eropa, Perancis, Finlandia, Jerman, Hungaria, Italia, 
Jepang, Belanda, Selandia Baru, Polandia, Portugal, Republik Slovakia, Spanyol, 
Swedia, dan Swiss. Tak hanya itu UNEP turut bekerjasama dengan beberapa 
Organisasi internasional seperti organisasi petani dan industri regional dan 
nasional, Organisasi non-pemerintah (LSM) dan beberapa institusi pelatihan. 
Kontribusi dana multilateral dari negara maju dinilai menurut skala yang 
ditentukan PBB. Pada 15 Mei 2015 kontribusi dari dana multilateral ini diberikan 
kepada 45 negara (termasuk negara dengan ekonomi transisi) mencapai lebih dari 
US $ 3.340.000.00056 
 Adapun anggota Komite Eksekutif untuk tahun 2016 berasal dari negara 
berkembang diantaranya Argentina, Kamerun, China, Mesir, India, Yordania, dan 
meksiko. Dan beberapa dari negara maju mencakup Austria, Belgia, Kanada, 
Jerman, Jepang, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat.57  Bantuan ini dikelola oleh 
segelintir lembaga pelaksanaan diantaranya Bank Dunia (World Bank), Program 
Pembangunan PBB (The United Nations Development program), Program 
Lingkungan PBB (UNEP) yang juga berfungsi sebagai bendahara, serta beberapa 
badan bilateral. 58 
                                                        
56Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal protocol, 
http://www.multilateralfund.org/default.aspx diakses pada tanggal 4 April 2016 
57 Ibid.  
58 Lauren Kelly, 2004. The Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol – 
Addressing Challenges of Globalization: An Independent Evaluation of the World Bank’s 
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Selain itu, UNEP juga memiliki strategi yang tak kalah pentingnya bagi 
negara berkembang, dengan menciptakan Program Bantuan yang bernama 
Compliance Assistance Programme (CAP). Sebagian besar staf CAP berbasis di 
kantor wilayah UNEP, dimana mereka lebih intens untuk berinteraksi degan 
negara-negara berkembang yang semata-mata dilakukan untuk mendukung dan 
mempertahankan komitmen terhadap protokol.  
CAP memberikan beberapa bantuan untuk negara berkembang terdiri dari; 
1. Information Clearing House yang bertujuan untuk 
mempromosikan visibilitas keseluruhan Protokol Montreal, 
prestasi yang digapai oleh bantuan multilateral, dukungan 
pengembangan dan informasi mengenai pelaksanaan strategi yang 
dilakukan pada regional dan nasional 
2. Regional Networks of Ozone Officers adalah untuk 
mempromosikan mengenai pertukaran informasi, pengalaman dan 
pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi komitmen Protokol 
Montreal berupa data laporan, penetapan dan penegakan kebijakan.  
3. Capacity building activities adalah untuk membantu negara 
berkembang dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 
pelaksanaan pengurangan ODS (Ozone Depleting Substances) 
secara nasional. 
                                                                                                                                                       
Approach to Global 
Programs,https://ieg.worldbankgroup.org/Data/reports/gppp_mlf_wp.pdf diakses pada 4 
April 2016 
 54
4. Sektor bantuan spesifik yang terkait dengan kebijakan, penegakan, 
adat istiadat serta pengelolaaan refrigran, halon dan metil 
bromida.59 
 
Protokol Montreal sendiri telah diaplikasikan disejumlah negara – negara 
berkembang di Asia, India merupakan negara besar di Asia Selatan. India 
meratifikasi konfensi Wina pada tanggal 19 juni 1991, dan kemudian turut 
meratifikasi Protokol Montreal pada 17 September 1992, selanjutnya meratifikasi 
amandemen kedua protokol montreal yaitu amandeman London ditahun yang 
sama. Kemudian disusul dengan peratifikasian Amandemen copenhagen, 
Amandemen Montreal, dan Amandemen Beijing pada 3 Maret 2003. Adapun 
regulasi dan pengendalian yang dijalankan oleh India  yaitu pengaturan pada 
produksi, pengendalian konsumsi, dan larangan untuk melakukan perdagangan 
dengan negara yang tidak meratifikasi protokol. Pengaturan mengenai 
perdagangan bahan kimia yang masuk dalam daftar larangan Protokol (ODS) 
termasuk CFC, pendaftaran wajib bagi produsen, Importir dan eksportir 
kompresor serta pendaftaran untuk mendaur ulang, memulihkan dan melakukan 
penghancuran ODS.  Dengan keseriusan India dalam mengamplikasikan Protokol 
didalam kebijakannnya, India mengalami kesuksesan dan prestasi, pada tanggal 1 
Januari 2010 produksi dan konsumsi CFC dihilangkan sepenuhnya sesuai dengan 
jadwal yang ditetapkan oleh protokol. 
                                                        
59 Ozon Action Under the Multilateral Fund, 
http://www.unep.org/ozonaction/Default.aspx?tabid=1060460 diakses pada 5 April 2016 
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 India Juga melakukan sebuah kegiatan untuk memfasilitasi pelaksanaan 
protokol ke negara-negara tetangga diantaranya, fasilitasi pelaksanaan Protokol 
Montreal  di Asia Selatan dan daerah asia pasifik tenggara, berinteraksi dengan 
Nepal, Bhutan, Bangladesh terkait perdagangan ODS, dan yang terakhir adalah 
memfasilitasi peralatan dan dukungan pelatihan dalam mendirikan unit pemulihan 
di Bhutan. Tak hanya itu India juga mendapatkan sejumlah penghargaan dan 
pengakuan dari Protokol Montreal untuk Konstribusi yang luar biasa dalam 
pelaksanaan yang efektif, kemudian penghargaan dari “Montreal Protocol 
Exemplary Project Recognition Award” untuk ecological refrigeration, Human 
and Institutional Development for Ecology and Refrigeration (HIDECOR) dan 
National CFC Consumption Phase out Plan (NCCoP).60 
Tak hanya India, Thailand telah mengalami periode pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan sejak tahun 1970an dan juga telah disertai dengan degradasi 
lingkungan yang membuat pemerintah Thailand semakin menyadari perubahan 
yang terjadi secara lokal dan global mengenai masalah lingkungan. Oleh karena 
itu pemerintah Thailand berkomitmen dengan mengatasinya. Bukti komitmen 
mereka dibuktikan dengan meratifikasi Protokol Montreal pada bulan juli 1989 
dan menerima bantuan dana multilateral untuk pelaksanaan program protokol. 
Pemerintah berkomitmen unutk membangun program biaya yang lebih efektif 
untuk pentahapan penghapusan ODS. Untuk mengkoordinasikan kegiatan 
pemerintah, telah didirikan departemen pekerja Industri (DIW), Departemen 
                                                        
60 Government of India, Ministry of Environment anf Forest – “Implementation of Montreal 
Protocol in India” http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PkgdkPK-
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perindustrian yang juga berfungsi sebagai sekretariat pada ODS. Selanjutnya 
kementrian sains, teknologi dan lingkungan memiliki tanggung jawab untuk 
membuat sebuah kebijakan dan penegakan mengenai isu lingkungan nasional. Tak 
hanya itu Industry Finance Corparation Of Thailand (IFCT) ditugaskan oleh 
pemerintah untuk bertindak menjadi agen keuangan sebagai penyalur dana yang 
berasal dari Multilateral Fund untuk Thailand. Thailand telah memprogram untuk 
penghapusan ODS dan selesai pada September 1993 . selain itu perusahaan-
perusahaan Thailand mempertahankan pasar ekspor mereka dengan membuat 
penyesuaian mengenai teknologi produksi non-ODS berdasarkan permintaan 
importir negara- negara industri.61 
 
4.2 Pencapaian Protokol Montreal   
Program Protokol Montreal sejauh ini termasuk perjanjian yang cukup 
sukses. Protokol Montreal telah melakukan kerjasama dengan negara- negara 
peratifikasi dengan baik bahkan menciptakan sebuah program yang fleksibel dan 
tidak memberatkan. Contoh fleksibilitas yang dilakukan adalah memberikan 
keleluasan bagi negara pihak protokol Montreal menjalankan program dan 
mencapai target sesuai dengan kemampuan masing- masing, selain itu 
disediakannya solusi penggantian penggunaan CFC seperti bahan kimia HFC 
serta adanya bantuan dana insentif dari UNEP bagi negara-negara yang 
membutuhkan demi kelancaran setiap negara anggota.  Selanjutnya kesuksesan 
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dilihat dari negara yang meratifikasi perjanjian hingga hari ini berjumlah cukup 
banyak, yaitu diratifikasi oleh 196 negara.62 
Protokol Montreal dapat berbangga diri dengan meningkatnya partisipasi 
global dibandingkan dengan semua perjanjian internasional PBB lainnya. Negara- 
negara maju telah menghapus produksi dan konsumsi lebih dari 99% dari semua 
bahan kimia yang dikontrol oleh Protokol Montreal. Dengan bantuan Dana 
Multilateral, pada akhir tahun 2005, Negara-negara berkembang telah menyetujui 
proyek pengurangan sebesar 72%. Dan dimasa depan negara berkembang telah 
menyepakati proyek pengurangan hampir 90% dari bahan kimia yang terdaftar 
dalam peraturan Protokol Montreal. 
Tak hanya mengenai target pencapaian program, pengamatan global 
mengenai tingkat zat perusak ozon yang sampai kelapisan ozon semakin menurun. 
Dan telah diyakini bahwa dengan implementasi penuh dari semua ketentuan 
Protokol, lapisan ozon akan pulih di tahun 2050.  Hasil yang dicapai juga 
memberikan efek yang signifikan bagi kesehatan. Berkat rezim ini, Protokol 
Montreal telah melindungi masyarakat global agar terhindar dari jutaan kasus 
kanker kulit dan katarak yang fatal. Dapat diperkirakan bahwa jutaan kasus 
kanker kulit fatal dan puluhan jutaan kanker kulit non-fatal dan katarak dapat 
dihindari karena Protokol Montreal, menurut beberapa Perkiraan, hingga 2 juta 
kasus kanker kulit dapat dicegah setiap tahun hingga tahun 2030. Dan tak berakhir 
disitu, Protokol Montreal telah mencegah dampak negatif dari peningkatan radiasi 
UV yang berbahaya mencapai permukaan bumi termasuk kerusakan kesehatan 
                                                        
62CFC substitues : Good for the Ozone Layer, Bad For Climate, 2012  
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manusia, ekosistem baik darat dan air, siklus biogeokimia, kualitas udara dan 
bahan kimia Dan tak terlupa jika menatap kebelakang pada tahun 2003 sekretaris 
PBB Kofi Annan menyebutkan bahwa Protokol Montreal “mungkin merupakan 
perjanjian lingkungan yang paling sukses di dunia internasional”63 
Selain itu melalui dana yang digelontorkan pihak UNEP dalam bentuk 
Multilateral fund membuat lebih dari 6.000 proyek dan kegiatan dapat 
diselenggarakan oleh semua negara berkembang serta adanya tindakan 
penggantian teknologi yang lama ke teknologi baru. Protokol montreal merupakan 
salah satu kontributor utama untuk memerangi perubahan iklim, hal ini dibuktikan 
karena sebagian besar bahan kimia yang merupakan emisi gas rumah kaca, 
protokol telah mengalihkan emisi gas rumah kaca tersebut setara dengan 135 
miliar ton karbon dioksida, penurunan ini sangat signifikan. 64  Keberhasilan 
Protokol Montreal ini tidak terlepas dari sifat fleksibel, inovatif, dinamis dan 
pendekatan teknologi yang baik.  
 
B. Situasi Lingkungan Hidup di Indonesia  
Masalah lingkungan hidup kian ramai dibicarakan sejak 
diselenggarakannya konferensi PBB mengenai lingkungan hidup di Stockholm, 
Swedia pada 15 Juni tahun 1972. Untuk Indonesia sendiri, tonggak sejarah 
mengenai isu ini berawal pada Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Pembangunan Nasional di Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 15 
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hingga 18 Mei 1972.65  Faktor terpenting dalam permasalahan ini yaitu besarnya 
populasi manusia atau laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan yang pesat 
menimbulkan tantangan yang dicoba diatasi dengan melalui pembangunan dan 
industrialisasi, namun industrialisasi disamping mempercepat persediaan segala 
kebutuhan umat manusia tetapi menjadikan industrialisasi sekaligus sebagai cikal 
bakal dampak dari pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan. Kerusakan 
lingkungan hidup di Indonesia pada titik ini dapat dikatakan sebagai kerusakan 
lingkungan yang semakin parah, kondisi tersebut secara langsung telah 
mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan 
resiko bencana alam. Hari demi hari, tahun demi tahun, bencana demi bencana 
semakin banyak dijumpai.  Bencana tersebut dapat dikatakan sebagai bencana 
alam karena terjadi murni karena peritiwa alam. Gempa bumi, tsunami, gunung 
meletus adalah beberapa contoh dari bencana alam. Tetapi selebihnya adalah 
bencana lingkungan hidup. Disebut sebagai bencana lingkungan hidup karena 
bukan pertama kalinya dan terutama disebabkan oleh pertistiwa murni alam, 
namun karena sebagian atau seluruh peristiwa tersebut dikarenakan krisis 
lingkungan hidup, yaitu kehancuran, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup 
yang disebabkan oleh pola hidup dan gaya hidup manusia. Khususnya manusia 
moderen dengan segala kemajuan industri dan ekonominya yang merusak dan 
mencemari lingkungan hidup. Krisis lingkungan ini dapat dikatakan sebagai krisis 
lingkungan hidup global karena krisis dan bencana lingkungan hidup tersebut 
tidak lagi hanya dialami oleh satu atau dua negara namun telah mencakup seluruh 
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planet bumi.  Untuk Indoensia sendiri telah banyak mengalami bencana alam 
untuk tahun 2015 Indonesia mengalami kebakaran hutan di sejumlah wilayah, 
yaitu di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
dan Kalimantan Selatan tak hanya itu Indonesia sangat sering mengalami banjir 
bandang seperti yang terjadi  di Kabupaten Bandung pada 13 maret 2016 lalu 
yang menyebabkan 3.000 jiwa harus mengungsi menurut Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB).66 Banyaknya rentetan Bencana yang terjadi di 
Indonesia, membuat Lingkungan Hidup di Indonesia tidak lagi kondusif , bencana 
alam yang setiap tahun menghantui Indonesia menjadikan masyarakat Indonesia 
khawatir. Ada beberapa jenis kerusakan lingkungan yang dialami indonesia 
diantaranya adalah kerusakan Hutan, kerusakan terumbu karang, kerusakan lahan, 
dan beberapa praktek pencemaran lingkungan hidup seperti pencemaran udara.  
 
1. Kerusakan Hutan  
Menyangkut kerusakan Hutan data menunjukkan bahwa pada awal abad 
ke 20 luas areal hutan didunia mencapai 5 miliar ha. Akan tetapi, telah 
terjadi kerusakan hutan secara besar-besaran diberbagai belahan dunia 
sehingga luas hamparan hutan terus menurun dengan perkiraan laju 
kerusakan mencapai 7 juta ha pertahun. Untuk Indonesia sendiri, bebagai 
pihak telah mengumumkan mengenai tingginya laju kerusakan dan 
degradasi hutan dari tahun ke tahun telah mencapai 3 juta ha per tahun. 
Data tentang kerusakan hutan di Indonesia tiap tahun cukup beragam 
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diantara berbagai pihak, paling kurang bisa disepakati bahwa lalu 
kerusakan hutan di Indonesia berkisar 2 sampai 3 juta ha. Ini menunjukkan 
bahwa dalam kurun waktu 20 tahun sejak tahun 1990 telah terjadi 
peningkatan laju deforestasi sebesar 3 kali lipat. Karena pada tahun 1990 
laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa laju deforestasi baru mencapai 
0.9 juta ha per tahun. Bahkan dengan menggunakan data FAO yaitu 
mereka mencatat laju deforestasi taun 1990 sebesar 1,3 juta ha per tahun, 
tetap saja terjadi kenaikan sebesar 2 kali lipat dalam 20 tahun. Itu terjadi 
baik secara legal untuk pembukaan perkebunan, khususnya perkebunan 
sawit di sumatera, Kalimantan, dan Papua maupun secara ilegal sebagai 
tindaka pembukaan perkebunan maupun tindakan kriminal mencuri kayu 
alam dari hutan.67  Tak hanya itu kerusakan hutan juga terjadi akibat dari 
kebakaran hutan yang terjadi hampir tiap tahun, khusunya pada daerah 
Sumatera dan Kalimantan, baik karena disengaja dalam rangka 
pembukaan lahan pertanian dan perkebunan maupun karena kekeringan 
yang sangat parah. Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau 
ulah manusia . kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksud 
pembukaan lahan untuk perkebunan. Dampaknya memberi kontribusi 
CO2 di udara, asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan dan 
asapnya bisa berdampak kenegara lain. Tidak hanya pada lokal namun ke 
negara tetanggapun juga akan terkena akibatnya.68 Rusaknya hutan akan 
menyebabkan lapisan tanah semakin rusak dan terdegradasi, termasuk 
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karena erosi dan longsor di musim hujan. Selian itu kerusakan hutan juga 
dapat menyebabkan hilangnya flora dan fauna yang akan berdampak pada 
kepunahan keanegaraman hayati. Selanjutnya kerusakan yang terjadi akan 
menyebabkan kerusakan gangguan ekosistem, gangguan ekosistem akan 
membawa dampak ekologis, sosial, maupun kultural lainnya bagi 
kehidupan sekitar. 
 
2. Kerusakan Terumbu Karang  
Tingkat kerusakan terumbu karang meningkat dari tahun ke tahun. 
Ini terjadi karena maraknya praktek pengeboman ikan karang oleh 
penduduk sekitar pesisir pantai maupun karena sedimentasi dan 
pencemaran akibat limbah dari daratan, penambangan karang dan 
pencemaran laut oleh tumpahan minyak dari kapal, khususya kapal tangki 
minyak. Di beberapa wilayah di Indonesia, kerusakan terumbu karang juga 
terjadi akibat kegiatan pertambangan, khususnya pertambangan liar, 
termasuk pengerukan pasir timah. Selain itu, ancaman terhadap kerusakan 
terumbu karang juga terjadi akibat semakin tingginya suhu atau temperatur 
permukaan air laut yang merupakan gejala dari perubahan iklim global. 
Dampak utama dari kerusakan terumbu karang adalah menurunnya 
populasi biota lautt, khusunya ikan karang karena terganggu dan hilangnya 
habitat berupa terumbu karang. Tentu saja, di beberapa wilayah Indonesia, 
rusaknya terumbu karang akan berdampak pula pada daya tarik wilayah 
pesisir tersebut sebagai objek wisata alam dan bahari. Contoh kerusakan 
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terumbu karang yang merugikan terjadi pada wilayah beberapa objek 
wisata, menurut Direktur Jenderal Kelautan menjelaskan bahwa salah satu 
areal terumbu karang yang mengalami kerusakan paling parah adalah 
Taman Nasional di Bunaken Sulawesi Utara, Raja Ampat Papua Barat dan 
Wakatobi Sulawesi Tenggara. 69  menurut laporan Loke Ming Chou 
berdasarkan sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2000, sekitar 40% 
terumbu karang di Indonesia, khusunya Indonesia bagian barat dan tengah 
mengalami keruskaan. Dengan membandingkan studi tersebut dengan 
studi yang sebelumnya dilakukan, Chou mengatakan “ada indikasi yang 
kuat bahwa telah terjadi penurunan kualitas terumbu karang di wilayah 
(Indonesia bagian bat dan tengah) dengan laju penurunan sebesar 10% 
sampai dengan 50% selama 50 tahun terakhir . sementara itu menurut 
Henning Steffen, pada tahun 2001 kondisi terumbu karang Indonesia 
mengalami penurunandrastis hingga 90% dalam 5 tahun terakhir akibat 
penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. 70 
 
 
3. Kerusakan Lahan 
Kerusakan lingkungan juga terjadi dalam kaitan dengan 
meningkatnya lahan kritis akibat rusaknya permukaan tanah. Ini terjadi 
tidak saja karena kerusakan hutan sebagaimana telah disinggung 
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sebelumnya, tetapi juga akibat tidak langsung dari pola pertanian yang 
intensif dengan menggunakan berbagai pupuk kmia yang merusak lapisan 
tanah. Pada tahun 1984 Lester Brown, seorang ilmuan Inggris yang 
khawatir dengan keadaan ekologis dunia, ia mencatat pada bukunya State 
of the World 1984, “kehilangan lapisantanah subur pada lahan pertanian di 
seluruh dunia mencapai sekitar 22,7 miliar ton per tahun, jauh melebihi 
luas areal lahan buka baru.” Studi daya dukung di beberapa provinsi di 
sumatera oleh Kementrian negara Lingkungan Hidup pada tahun 2008 
menunjukkan daya dukung lahan di empat dari lima provinsi berstatus 
tidak aman. Untuk jawa, hasil kajian Kementrian Koordinator Bidang 
Perekonomian pada tahun 2006 menunjukkan daya dukung pulau Jawa 
sudah melampaui. Ini menunjukkan bahwa kondisi lahan di dua pulau 
besar Indonesia sudah dalam keadaan kritis, termasuk karena daya 
dukungnya sudah tidak memungkinkan lagi. Salah satu sektor yang 
mempunyai daya rusak lahan yang masif dan tinggi adalah industri 
pertambangan. Lahan-lahan bekas tambang sering kali dibiarkan tandus 
atau berbentuk kolong-kolong berupa kolam penuh air hujau kekuning-
kuningan. Dan sebagian kerusakan yang terjadi pada lahan tidak bisa lagi 
dikembalikan kepada kondisi asli ilmiahnya, baik karena memang telah 
terjadi perubahan ekosistem maupun karena sengaja dibiarkan 
terbengkalai oleh pemegang izin.  
 
4. Pencemaran Udara 
 65
Pencemaran udara  adalah suatu kondisi dimana kualitas udara 
menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat- zat, baik yang tidak berbahaya 
maupun berbahaya bagi kesehatan manusia. Pencemaran udara biasanya 
terjadi dikota besar dan juga daerah yang padat industri yang 
menghasilkan gas gas yang mengandung zat diatas batas kewajaran. Tak 
hanya akibat industri pabrik, semakin banyaknya kendaraan bermotor dan  
alat – alat keluaran industri pabrik yang mengeluarkan gas yang 
mencemarkan lingkungan akan semakin membuat parah pencemaran 
udara. Terkait dengan pencemaran udara , data menunjukkan bahwa 
kualitas udara di kota-kota besar Indonesia dari tahun ke tahun semakin 
memburuk. Selain itu akibat dari menngkatnya gas pabrik yang tercemar 
diudara bebas cenderuk meningkatkan kosentrasi gas rumah kaca.  Gas 
rumah kaca inilah yang menyebabkan isu mengenai pemanasan global dan 
perubahan iklim, berubahnya suhu menjadi lebih panas merupakan akibat 
dari pemanasan global ini.  Tak hanya itu adapun kerusakan yang terjadi 
pada lapisan ozon. 71 
    
  Kerusakan lapian ozon disebabkan oleh zat-zat perusak lapisan 
ozon berupa bahan kimia klorofluorokarbon atau CFC dan bahan kimia 
lainnya terlepas diudara akibat aktivitas industri dan alat – lat yang sering 
digunakan manusia.  Rusaknya lapisan ozon  telah menimbulkan ancaman 
berbagai jenis penyakit seperti katarak dan kanker kulit. Kerusakan fauna 
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dan flora khususnya tanaman pangan tertentu dan kare itu ikut 
menyebabkan kegagalan panen akibat proses fotosintetis yang tidak 
sempurna. Akibat lainnya adalah ancaman terhadap plankton yang menjadi 
makanan berbagai biota di laut.  
  
 Dapat dilihat bahwa setiap kerusakan lingkungan yang terjadi di 
Indonesia saling  berkaitan satu sama lain, dampak yang terjadi akan 
mempengaruhi bidang perekonomian sebagai contohnya, kerusakan pada 
terumbu karang yang akan berpengaruh pada objek wisata dan pemasukan 
pada daerah tersebut. Dan dampak yang akan timbul akan semakin 
bertambah seiring dengan kerusakan lingkungan hidup  jika tidak teratasi 
dengan baik.  
 
 
C.  Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Lingkungan Hidup  
Persoalan krusial lingkungan hidup yang menjadi perhatian dunia saat ini 
adalah dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Berbagai fenomena 
perubahan iklim akibat pemanasan global tersebut dalam realitasnya telah 
semakin meyakinkan masyrakat global bahwa menurunnya kualitas lingkungan 
hidup yang diantara lain dengan pemanasan global dan perubahan iklim bukan 
lagi sekedar wacana. Berdasarkan realitas yang ada Indonesia  sudah seyogyanya 
memberikan prioritas utama lingkungan hidup dalam agenda pembangunan. 
Pentingnya isu ini antara lain terlihat dalam pidato yang disampaikan oleh 
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Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan hari kemerdekaan 
Indonesia yang ke 63 pada 17 Agustus 2008. Secara Khusus, presiden 
menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kepentingan nasional yang sangat besar 
untuk memberikan perhatian terhadap tiga krisis global yang dihadapi, yaitu 
energi, pangan dan perubahan iklim. Ketiga krisis ini secara jelas dapat 
mengancam kepentingan nasional. Keprihatinan pemerintah Indonesa degradasi 
lingkungan hidup tentu saja ditindak lanjuti dalam tindakan nyata tidak sebatas 
seremonial semata. Indonesia secara khusus bertanggung jawab untuk mengambil 
tindakan-tindakan konkret untuk mengurangi dan bahkan menghapuskan 
penyebab pemasasn global serta perubahan ilkim dengan segala efeknya. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, Indonesia tidak bisa cuman mengandalkan kemampuan 
individual saja. Selain penanganan secara internal, pengelolaan lingkungan hidup 
juga perlu dijalin melalui kerjasama dengan negara-negara lain. hanya bertumpu 
pada upaya monopolitik Indonesia sudah pasti tidak akan mampu menyelesaikan 
maslaah lingkungan hidup global yang bersifat komprehensif karena tidak jarang 
terjadi kerusakan lingkungan di Indonesia , seperti kebakaran hutan dan polusi 
asap yang mampu melampaui batas wilayah kedaulatan negara tetangga, dan 
bahkan kawasan.  
Oleh karena itu Indonesia telah menjalin sejumlah kerjasama dan  
meratifikasi perjanjian yang bersifat protokol, konvensi, maupun amandemen. 72 
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Contohnya adalah Indonesia telah meratifikasi konferensi Lingkungan Hidup 
Stockholm, Protokol Kyoto, konfensi Wina 1985 dan Protokol Montreal 1987. 
Untuk konferensi Stockholm, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut 
berpartisipasi aktif. Setelah deklarasi Stockholm Indonesia mengambil langkah 
untuk memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan, termasuk dengan menerbitkan 
Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang 
No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup. UU 4/1982 dan UU 
23/1997 pada dasarnya memuat konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang sama 
dengan Deklarasi Stockholm 1972, misalnya kewenangan negara, hak, dan 
kewajiban masyrakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan konsep lainnya. 
Dengan meratifikasi konferensi ini Indonesia bertujuan mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.  
Selanjutnya Indonesia juga turut meratifikasi Protokol Kyoto yang 
merupakan gagasan dan program untuk menurunkan emisi GRK atau Gas Rumah 
Kaca yang telah resmi secara internasional dan dilakukan sejak tahun 1979. 
Pemerintah indonesia menandatangani perjanjian tersebut dan telah meratifikasi 
Protokol Kyoto pada Desember 2004 melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2004. 
Penjelasan dari Undang-Undang tersebut sebagian besar mencantumkan 
mengenai, Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Perubahan Iklim mengatur penurunan emisi GRK akibat kegiatan 
manusia sehingga dapat menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer dan tidak 
membahayakan sistem iklim bumi. Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi 
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Protokol ini, cukup menjadi bukti mengenai indonesia yang peduli akan 
lingkungan hidup khususnya dalam masalah emisi gas rumah kaca.  
Indonesia turut meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal, 
Kovensi Wina berisikan mengenai komitmen para negara pihak (parties) untuk 
melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari pengaruh penipisan lapisan 
ozon dan bagaimana negara-negara harus bekerjasama dalam penelitian, 
pengamatan kondisi ozon dan pertukaran informasi. Sedangkan Protokol Montreal 
merupakan sebuah terusan perjanjian dari Konfensi Wina yang menjelaskan 
secara rinci mengenai bagaimana para negara pihak  harus menurunkan produksi 
dan konsumsi bahan-bahan kimia perusak yang terdiri dari CFC dan jenis bahan 
lainnya.73 
  Indonesia meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal serta 
amandemen pertama Protokol Montreal di London dalam bentuk Keppres No. 23 
tahun 1992  berisi peraturan mengenai jenis bahan-bahan yang diawasi dengan 
jenis CFC lainnya, karbon tetraklorida dan metil kloroform, ratifikasi ini sekaligus 
menjadi pertanda Indonesia mulai resmi melangkah ikut menjaga, memulihkan 
dan melindungi lapisan ozon. Dengan beriringnya waktu Indonesia turut 
meratfikasi amandemen – amandemen selanjutnya yaitu amandemen Kopenhagen 
pada tahun 1992 yang berisi aturan memasukkan metil bromida ke dalam bahan-
bahan yang diawasi dan mengendalikan enggunaan HBFC 
(Hydrobromoluorcarbons) dan HCFC (hydrochloro-fluorocarbons), Amandemen 
Montreal pada tahun 1997 yang berisi ketentuan penerapan licencing system 
                                                        
73Konvensi Wina 1985,https://www.scribd.com/doc/56117612/KONVENSI-WINA-1985 diakses 
pada 12 April 2016   
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untuk mengontrol dan memonitor perdagangan BPO dan terakhir Amandemen 
Beijing pada tahun 1999 yang berisi mengenai aturan memasukkan 
bromochloromethane ke dalam daftar bahan yang diawasi. Dalam 
pengaplikasiannya Negara pihak diberikan keringanan dimana bagi negara-negara 
pihak yang masih dalam negara ekonomi transisi akan diberikan dana insentif 
yang disebut Multilateral fund. Dana ini digunakan negara penerima bantuan 
untuk melancarkan pelaksanaan program mulai dari pengawasan hingga 
pemberian bantuan alat alat. 
 
D.   Implementasi Protokol Montreal di Indonesia  
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal 
berdasarkan keputusan presiden No. 23 tahun 1992. Yang berisikan mengenai; 
a. Bahwa lapisan ozon sangat bermanfaat bagi perlindungan 
kehidupan di bumi karena dapat melestarikan lingkungan hidup, 
melindungi kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tumbuh- 
tumbuhan, serta mencegah kerusakan atas benda-benda berharga 
dan bersejarah; 
b. Bahwa perusakan dan penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh 
zat-zat perusak ozon (ozone depleting substances) akan sangat 
membahayakan kelestarian kehidupan di bumi; 
c. Bahwa di Wina, Austria, pada tanggal 22 Maret 1985 dan di 
Montreal, Kanada, pada tanggal 16 September 1987 masing-masing 
telah diterima Vienna Convention for the Protection of the Ozone 
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Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone 
Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the 
Parties London, 27 - 29 June 1990 yang bertujuan menggalang 
kesepakatan dan kerjasama internasional guna mencegah perusakan 
dan penipisan lapisan ozon; 
d. Bahwa Indonesia sebagai anggota masyarakat international 
memandang perlu ikut aktif di dalam kegiatan bersama yang 
bertujuan mencegah perusakan dan penipisan lapisan ozon tersebut; 
e. Bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden 
Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tangal 22 Agustus 1960 
tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, 
dipandang perlu untuk mengesahkan Konvensi Wina dan Protokol 
Montreal tersebut di atas dengan Keputusan Presiden;74 
Oleh karena itu kewajiban Indonesia sebagai negara pihak Protokol 
Montreal diantara lain; 
1. Mengurangi impor BPO secara bertahap  
2. Alih teknologi untuk menghentikan penggunaan BPO  
3. Mengelola BPO yang telah beredar di Indonesia  
4. Mencegah emisi BPO terlepas ke atmosfir 
                                                        
74 KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG PENGESAHAN VIENNA 
CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER DAN MONTREAL 
PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER AS ADJUSTED 
AND AMENDED BY THE SECOND MEETING OF THE PARTIES LONDON, 27 - 29 
JUNE 1990 http://jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-5-1992-
Keppres%20No%2023%20Tahun%201992.pdf diakses pada 17 April 2016  
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5. Meningkatkan kesadaran dan peran serta seluruh pemangku 
kepentingan  
 
Maka dari itu Indonesia telah memberlakukan sejumlah kebijakan 
untuk Protokol Montreal, diantarannya;  
1. Pelarangan untuk memproduksi bahan perusak lapisan ozon, 
dan barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon 
sejak tahun 1998. 
2. Peraturan mengenai pembatasan penggunaan Metil Bromida 
hanya untuk kegiatan karantina dan prapengapalan sejak 
tahun 2005. 
3. Pelarangan impor Halon,TCA sejak tahun 2006. 
4. Pengaturan Ketentuan impor BPO melalui mekanisme ijin 
importir (Importir Terbatas dan Importir Produsen) sejak 
tahun 2006. 
5. Pelarangan impor/penghapusan CFC sejak tahun 2008 
6. Pencegahan pelepasan Bahan perusak Ozon ke atmosfer 
melalui kegiatan retrofit dan recycle refrigerasi 
7. Penggunaan logo untuk barang yang tidak menggunakan 
CFC dan Halon75 
                                                        
75Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terkait Bahan Perusak Ozon dan Gas Rumah Kaca, 
http://bplhd.jakarta.go.id/filing/1.%20Kemen%20LH%20kEBIJAKAN%20pemerintah%20terkait
%20penghapusan%20BPO_nov2011_DKI_jkt.pdf diakses pada 19 April 2016 
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Melalui kebijakan yang dibuat diperlukan peran pemerintah, Peran 
para perusahaan-perusahaan industri dan masyarakat yang menjadi konsumen 
dalam pengendalian penggunaan Bahan Perusak Ozon.  
Untuk pemerintah memiliki peran yang pokok yaitu; 
1. Melakukan penyusunan kebijakan atau peraturan mengenai tata 
niaga impor dan larangan memproduksi BPO 
2. Melakukan riset untuk mencari alternatif pengganti BPO 
3. Mendorong industri untuk alih teknoogi secara bertahap, jika 
dalam proses peroduksinya menggunkan BPO  
4. Melakukan pengawasan terhadap BPO  
5. Mensosialisasikan program dan kegiatan perlindungan lapisan 
ozon kepada seluruh stakholder dan masyarakat  
Untuk Perusahaan Industri memiliki peran yaitu; 
1. Alih teknologi secara bertahap, jika dalam proses produksinya 
menggunakan BPO  
2. Melakukan riset untuk mencari alternatif pengganti BPO  
Untuk masyakat sebagai konsumen turut memiliki peran yaitu;  
1. Membeli produk-produk yang tidak mengandung BPO. 
2. Mengurangi dan memberhentikan pemakaian terhadap produk 
yang mengandung BPO.76 
 
                                                        
76Ibid. 
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CFC atau disebut Bahan perusak Ozon (BPO) pada umumnya masuk ke 
Indonesia melalui Impor. Bahan ini diperlukan oleh industri baik untuk 
manufaktur AC/Refrigerasi dan Industri Busa, maupun untuk kegiatan servis 
produk (barang) yang menggunakan BPO. Umumnya penggunaan CFC 
sebagian untuk membantu daya semprot pada peralatan kosmetik seperti 
hairspray, semprot nyamuk, peralatan pemeliharaan otomotif, pembersih 
rumah, cat semprot dan alat kesehatan. BPO yang terlepas ke atmosfir 
memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Semakin banyaknya 
peralatan yang menggunakan BPO semakin besar tantangan untuk mencegah 
terjadinya emisi yang merusak lapisan. 77   Oleh karena itu untuk 
meningkatkan efektifitas pelaksanaan impor BPO, Berdasarkan Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 0111/MPP/Kep/1/1998 Jo. 
411/MPP/Kep/9/1998 Jo. 789/MPP/Kep/12/2002. Komoditi berupa mesin 
yang menggunakan BPO pada dasarnya dilarang untuk diimpor ke Indonesia, 
instansi yang menangani hal tersebut adalah Kementerian Perdagangan.78 
Selain itu adapun peraturan Menteri Perdagangan No3/M-Dag/Per/01/2012 
tentang ketentuan Impor BPO diantara lain  
1. Larangan Impor BPO jenis Carbon Tetraklorida(CTC), Methyl 
Cloroform (TCA), Halon, CFC termasuk R-500 dan R-502 dan 
Bromida untuk Non-Karantina dan Pra-pengapalan (QPS) 
                                                        
77Laporan final Bahan perusak Ozon,  http://bplhbandung.com/v2/laporan-final-bahan-perusak-
ozon/ diakses pada 19 April 2016 
78 Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 
http://traderulebook.ekon.go.id/assets/indonesia/Permendag_55_Tahun_2014.pdf  diakses 
pada 19 April 2016 
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2. BPO yang masih diperkenankan diimpor HCFC dan MBr untuk 
aplikasi Pra-pengapalan atau QPS 
3. Pengaturan impor HCFC, Impor hanya boleh dilakukan oleh 
importir terdaftar dan/atau Importir Produsen, pengakuan IT/ 
penunjukan IP diberikan Kementrian Perdagangan atas 
rekomendasi dari Kemnetrian Lingkungan Hidup dan Kementrian  
Perindustrian dan kewajiban verifikasi/penelusuran teknis impor di 
negara asal muat barang (sebelum barang dikapalkan) 
4. Pembatasan pintu masuk BPO: Belawan, Merak, Tanjung priok, 
Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno Hatta(Makassar) dan Batu 
Ampar (IP-BPO) 
 
Peraturan diatas kemudian didukung oleh peraturan yang dibuat oleh Menteri 
perindustrian no 33/M-Ind/Per/4/2007 yang berisikan ; 
1. Larangan Memproduksi BPO  
2. Dilarang menggunakan BPO yang telah dihentikan impor pada Produksi 
air conditioning yang digunakan dalam ruangan dan kendaraan bermotor, 
lemari es rumah tangga, pemadam kebakaran, foam, mesin pendingin, dan 
aerosol.  
3. Mulai 1 Juli 2008, BPO hanya boleh untuk kegiatan pemeliharaan dan 
perawatan (servicing) 
4. CFC dan Halon yang didaur ulang oleh dipergunaakan unutk pemeliharaan 
barang yang sistem kerjanya menggunakan CFC dan Halon  
 5. Barang baru yang menggunakan bahan non
logo, 
Gambar 3.1 logo
diberlakukan oleh pemerintah; 
sumber : BPLH Bandung
Barang yang tidak menggunakan bahan kimia CFC diwajibkan 
menggunakan Logo  yang berwarna biru seperti yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah, sementara barang yang tidak menggunakan bahan Halon dan 
CFC contohnya pada alat pemadam api diwajibkan menggunakan logo 
yang berwarna merah.
salah satu bentuk perangkat regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah 
yang juga bisa disebut Ekolabel. Ekolabel Indonesia meru
perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat proaktif sukarela 
dan diharapkan sebagai perangkat yang efektif untuk melindungi fungsi 
lingkungan hidup, kepentingan masyarakat dan peningkatan efisiensi 
                                        
79BPLH Bandung, http://bplhbandung.com/v2/
-BPO wajib menggunakan 
 non CFC dan non CFC Non Halon yang telah resmi 
 
 
79 Logo ini merupakan sarana informasidan menjadi  
pakan salah satu 
                





produksi serta daya saing.80 Selain itu ekolabel juga dimaksudkan untuk 
mewujudkan sinergi pengendalian dampak negatif ke lingkungan 
sepanjang daur hidupnya serta mendorong supply and demand produk dan 
jasa ramah lingkungan. 
 
Selanjutnya peraturan dari Menteri Negara lingkungan Hidup No.02 tahun 
2007 tentang pedoman teknis dan persyaratan kompetensi pelaksanna retrofit dan 
recycle pada sistem refrigeran  
1. Teknisi yang akan melakukan retrofit dan recycle wajib memiliki sertifikat 
kompetensi  
2. Bengkel yang mempunyai teknisi bersertifikat wajib registrasi ke KLH  
3. Sertifikasi kompetensi diperoleh telah mengikuti uji kompetensi  
4. Lembaga pelatihan harus memenuhi persyaratan mutu  
5. Dilarang meleas refrigeran jenis CFC dan HCFC ke atmosfer  
6. Menyediakan informasi publik mengenai registrasi perusahaan/ bengkel 
servis.  
Target dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagian 
besar diperuntukkan oleh pihak perusahaan-perusahaan industri serta masyarakat 
yang menjadi konsumen. bentuk implementasi Indonesia dalam rezim ini dapat 
dikatakan tidak setengah-setengah, pemerintah mengkerahkan Kementrian 
Lingkungan Hidup semaksimal mungkin, tugas yang dijalankan Kementrian 
Lingkungan Hidup cukup banyak, diantaranya pengawasan dan bantuan di bidang 
                                                        
80 Ekolabel Indonesia  http://www.menlh.go.id/ekolabel-indonesia/ diakses pada 29 Mei 
2016 
 78
teknis, secara kelembagaan hingga mencapai masyarakat langsung. Pengawasan 
dan bantuan secara teknis disini berupa pengawasan langsung terhadap industri-
industri serta berbagai bengkel-bengkel yang di identifikasi masih menggunakan 
mesin yang memakai zat CFC. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan 
berupa alat–alat untuk mendaur ulang alat yang teridentifikasi zat CFC atau BPO 
lainnya. Alat – alat yang diberikan merupakan bantuan insentif dari Protokol 
Montreal dimana bantuan ini diharapkan dapat memaksimalkan usaha 
perlindungan ozon akibat bahan kimia berbahaya. Tak hanya itu, dengan bantuan 
insentif yang diberikan oleh Protokol Montreal, Indonesia lebih leluasa dalam 
menjalankan setiap program, seperti program pengendalian, pengawasan dan 
sosialisasi. Indonesia juga dapat menyediakan bantuan alat-alat yang 
dipergunakan guna mengukur jumlah BPO yang dipakai serta penggantian alat-
alat yang lebih ramah lingkungan kepada perusahaan – perusahaan. 
 
Dari informasi yang telah didapatkan, pihak Kementrian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan yang berlokasi di Makassar mensertifikasi Politeknik 
Makassar agar dapat memberikan sebuah pelatihan bagi pihak-pihak Industri dan 
bengkel di Makassar agar memiliki pengetahuan mengenai penggunaan alat-alat 
yang bersangkutan dengan BPO dan aturan pemakaian yang baik dan ramah 
lingkungan. Selanjutnya langkah yang telah diambil pemerintah adalah 
menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye secara optimal di sekolah-sekolah 
dan perusahaan-perusahaan agar masyarakat dapat lebih memahami dan 
menambah wawasan terkait dengan perlindungan lingkungan.  
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Dari serangkaian dampak dari Protokol Montreal di Indonesia, Indonesia 
cukup mengalami sejumlah tantangan dalam pengimplementasiannya. Menurut 
Informasi yang didapatkan melalui wawancara yang saya lakukan dengan pihak 
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Makassar yaitu adanya 
kecurangan yang dilakukan berbagai perusahaan dan bengkel-bengkel tidak 
memakai alat-alat yang telah disesuaikan oleh pemerintah, walaupun sebagian alat 
tersebut merupakan bantuan insentif dapi pemerintah, mereka merasa tidak perlu 
memakai alat tersebut hanya karena semata-mata untuk perlindungan lingkungan, 
hal tersebut dapat terjadi karena dampak yang diakibatkan oleh pemakaian bahan 
kimia CFC tidak langsung dirasakan oleh manusia, pencemaran yang diberikan 
oleh zat CFC ini hanya akan berdampak langsung ke ozon, dimana manusia tidak 
secara langsung merasakan pencemarannya. Namun sejatinya pencemaran CFC 
ini akan dirasakan oleh manusia melalui kemunculan fenomena perubahan iklim 
akibat penipisan bahan pelubangan lapisan ozon.  
Selain itu dampaknya akan mengarah kepada keadaan kesehatan 
masyarakat dibumi, yaitu munculnya penyakit kanker kulit dan katarak akibat 
pancaran UV-B matahari yang langsung tembus kebumi tanpa diserap terlebih 
dahulu oleh ozon. 
Namun untuk sekarang telah muncul bahan yang sama sekali aman dan 
ramah lingkungan yaitu Musicool. Musicool adalah refrigerant dengan bahan 
dasar hydrocarbon alam dan termasuk dalam kelompok refrigerant ramah 
lingkungan, dirancang sebagai alternatif pengganti freon yang merupakan 
refrigerant sintetic kelompok halokarbon; CFC R-12, HCFC R-22 dan HFC R-
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134a yang masih memliki potensi merusak alam. Musicool ini merupakan produk 
dalam negeri dan salah satu produk Pertamina. Musicool tersebut digunakan pada 
mesin-mesin pendingin. Hal ini merupakan hasil karya atau inovasi dalam negeri 






















PERAN PROTOKOL MONTREAL TERHADAP PERLINDUNGAN 
LINGKUNGAN DI INDONESIA 
 
A. Dampak Implementasi Protokol Montreal di Indonesia  
Isu lingkungan merupakan isu yang cukup penting dan menyita perhatian 
dunia. Berdasarkan sejarahnya isu ini telah diangkat menjadi pokok pembahasan 
utama sejak KTT Stockholm 1972 dan seiring perkembangan zaman, turut 
melahirkan sejumlah rentetan perjanjian – perjanjian internasional mengenai 
perlindungan lingkungan hingga terbentuknya sebuah perjanjian internasional 
yaitu Protokol Montreal. Protokol Montreal memuat mengenai penggunaan bahan 
kimia berbahaya yaitu CFC atau Clorofluorcarbarbon yang merupakan hasil 
penelitian dan diangkat menjadi sebuah pembahasan utama di Konvensi Wina 
1985.  
Diagram 4.1 Target penghapusan BPO 
 
sumber : Laporan Kegiatan Sosialisasi Bahan Perusak Ozon BLHD Prov. Sul-Sel 
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Menurut laporan nasional yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, target penghapusan BPO khususnya CFC oleh 
Protokol Montreal ditargetkan pada 2010, namun berkat kinerja Indonesia yang 
baik CFC dapat maksimal dihapuskan pada tahun 2008, lebih cepat dari pada 
target yang diberlakukan oleh Protokol Montreal.81 
Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat selaku 
konsumen terhadap barang-barang yang mungkin saja berpotensi menggunakan 
bahan kimia berbahaya. Dengan itu pemerintah memberlakukan sebuah kebijakan 
dimana setiap barang- barang yang  bebas dari BPO seperti CFC yang diberikan 
logo merupakan tindakan yang cukup baik karena dari Ekolabel atau logo yang 
telah diberlakukan tersebut membuat atau menuntun masyarakat lebih selektif dan 
masyarakat akan memilih barang elektronik yang ramah lingkungan, hal tersebut 
turut membuat masyarakat akan lebih aware mengenai perlindungan lingkungan.  
Berbicara dampak Protokol di Indonesia, dampak dari ratifikasi 
perjanjian yang dimulai pada tahun 1992 membawa sejumlah dampak positif bagi 
negara. Yang pertama turut jalannya rancangan pembangunan berkelanjutan di 
Indonesia. Kemunculan rancangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia 
berawal pada keikutsertaan Indonesia mengikuti konferensi internasional KTT 
lingkungan Hidup di Stockholm 1972, pembangunan yang dilakukan oleh bangsa 
Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. 
oleh karena itu Indonesia mengambil langkah dengan membuat sebuah peraturan 
pemerintah dan melalui instruksi presiden, sejak tahun 1982 Indonesia sudah 
                                                        
81Laporan Kegiatan Sosialisasi Bahan perusak Ozon, Badan lingkungan Hidup Daerah Prov. 
Sulawesi Selatan 2015 
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mempunyai UU tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(KPPLH), agar lingkungan hidup dikelola secara arif dan bijaksana dan berbagai 
rentetan peraturan yang berisikan peraturan yang mendukung pembangunan dan 
pelestarian lingkungan dalam merespon perubahan iklim dan perlindungan 
lingkungan hidup. Contohnya dalam UU nomor 4 tahun 1982 dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai ketentuan – ketentuan 
pokok pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki asas dan tujuan dimana 
pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan 
yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang 
berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. 82   Selain itu ada 
beberapa penjabaran dari kebijakan-kebijakan nasional yang berhubungan dengan 
pengawasan lingkungan seperti pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan 
konsep pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan berdasarkan fungsinya 
dimana pencemaran dan pengrusakan alam perlu dihindari.83 Dapat dilihat dari 
sejumlah peraturan yang berlaku memiliki tujuan sama dengan Protokol Montreal 
dan memiliki misi yang sama untuk melestarikan dan melindungi lingkungan.  
Perlindungan lingkungan merupakan salah satu strategi dalam peningkatan 
perekonomian hal tersebut turut memberikan efek yang baik bagi Indonesia. 
Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan memiliki banyak peluang dalam 
meningkatkan perekonomian dalam sektor perikanan, penipisan lapisan ozon 
memiliki pengaruh yang kuat dalam hal ini, pancaran sinar UV-B matahari akibat 
                                                        
82Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 
Hidup,http://sipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/1022.pdf diakses pada 28 mei 2016  
83  Pembangunan Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan, 
https://www.academia.edu/9750427/Pembangunan_Berkelanjutan_and_Ramah_Lingkun
gan_Kaitannya_dengan_Pengelolaan_Sumberdaya_Mineral diakses pada 28 Mei 2016 
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penipisan dan pelubangan ozon akan sangat membahayakan kelangsungan hidup 
biota laut, UV-B akan mematikan plankton-plankton dan merusak terumbu karang 
dilaut, jika jumlah plankton dan terumbu karang berkurang dilautan hal tersebut 
akan mengancam kelangsungan hidup ikan, dan akan menimbulkan kerugian 
dalam sektor perikanan dan mempengaruhi perdagangan ikan di Indonesia. Hal 
tersebut menjadikan bukti bahwa kondisi lingkungan hidup memiliki keterikatan 
disegi perekonomian. Oleh karena itu dampak yang baik ditunjukkan dalam 
peratifikasian Protokol Montreal yang secara khusus memiliki misi untuk 
perlindungan lapisan ozon.  
Tak hanya itu dari segi lingkungan dampak baik yang didapatkan 
Indonesia dalam konsistensinya di Protokol Montreal adalah Indonesia telah 
berhasil menaikkan dan mempertebal lapisan ozon sebesar 8.989 metrik ton CFC, 
hal ini berdasarkan laporan yang dikemukakan Deputi kontrol Degradasi 
Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementrian Lingkungn Hidup. Tak hanya itu 
Indonesia juga turut meraih  penghargaan Ozon dari Sekretariat Jendral Ozon 
PBB karena dinilai mampu menurunkan emisi pada 2010 dimana target yang 
ditentuan Protokol ialah tahun 2012. Penghargaan tersebut diterima oleh 
Indonesia pada 23 November 2011 silam yang diberikan langsung oleh pihak 
Sekretariat Ozon Badan Lingkungan Hidup PBB.84 
Dampak positif lainnya adalah berkat munculnya perjanjian ini, dan 
implementasi pemerintah yang cukup maksimal membuat wawasan masyarakat 
mengenai penipisan lapisan ozon semakin bertambah dan menjadi salah satu hal 
                                                        
84Lindungi Ozon, Indonesia Raih Penghargaan, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/266142-
lindungi-ozon-indonesia-raih-penghargaan diakses pada 20 mei 2016  
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yang penting untuk di perhatikan, hal ini akan berdampak baik bagi keadaan 
lingkungan, masyarakat lebih banyak mengetahui mengenai penggunaan bahan 
kimia berbahaya, alat –alat yang teridentifikasi zat CFC yang mungkin 
sebelumnya masyarakat tidak terlalu memahami mengenai penggunaan bahan 
kimia berbahaya dan menggunakan alat-alat tersebut tanpa memikirkan apapun 
selain dari fungsi alat tersebut. Masyarakat menjadi selektif membeli alat-alat atau 
mengurangi  pemakaian mereka terhadap peralatan yang mengandung zat perusak 
lapisan ozon seperti CFC.  
Potensi terbesar pelepasan BPO seperti CFC ke udara berasal dari kegiatan 
servis peralatan AC (Air Conditioner), karena umumnya teknisi melakukan 
pekerjaan perawatan atau perbaikan sistem dengan tidak menggunakan peralatan 
memadai yang dapat mengambil kembali BPO dari dalam sistem, sehingga BPO 
langsung terbuang ke udara. Namun berkat ratifikasi dan pelaksanaan kebijakan –
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kini telah banyak barang yang tidak lagi 
menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti CFC. Dengan perkembangan 
teknologi telah banyak perusahaan-perusahaan elektronik yang telah membuat 
produk ramah lingkungan, contohnya perusahaan AC Sharp dimana perusahaan 
ini memiliki tekad untuk berkontribusi kepada dunia melalui bisnis yang ramah 
lingkungan, sadar kesehatan, berfokus pada produk hemat energi dan juga 
mengembangkan produk penghasil energi. 85  Tak hanya Sharp, PT Panasonic 
Gobel merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan konsep green 
marketing di Indonesia. PT Panasonic Gobel Indonesia memposisikan 
                                                        
85Produk Air Conditioner Sharp Kini Gunakan Freon Ramah 
Lingkungan,http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/11/06/produk-air-conditioner-sharp-
kini-gunakan-freon-ramah-lingkungan dikakses pada 20 Mei 2016 
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perusahaannya sebagai perusahaan ramah lingkungan melalui program Panasonic 
Eco Ideas. Program tersebut merupakan program PT Panasonic Gobel Indonesia 
untuk menuju perusahaan ramah lingkungan di Indonesia pada tahun 2018. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, PT Panasonic meluncurkan Produk-produk elektronik 
menggunakan materi daur ulang dan teknologi terbaru untuk menekan tingkat 
pembuangan karbondioksida (CO2) yang merupakan penyebab dari gas rumah 
kaca.86 Dapat dilihat bahwa seiring dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah 
mengenai pelarangan penggunaan bahan kimia berbahaya telah mempengaruhi 
banyak perusahaan-perusahaan industri yang telah mengubah produk mereka 
menjadi produk yang ramah lingkungan. selain untuk perlindungan lingkungan, 
hal tersebut mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah 
banyak mengetahui dampak dari pemakaian produk-produk elektronik yang tidak 
ramah lingkungan serta menarik daya beli konsumen dimana masyarakat atau 
konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk ramah lingkungan. 
Selanjutnya hal yang sama dilakukan oleh perusahaan Industri kehutanan PT Riau 
Andalan Pulp and Paper (RAPP) menjalin kerja sama dengan Pertamina untuk 
penggunaan refrigeran hidrokarbon sebagai bahan pendingin pengganti freon 
sintesis. Menurut keterangan oleh Direktur RAPP Mulia Nauili, dengan kerjasama 
ini RAPP akan mengonversi freon sintetis yang tidak ramah lingkungan dengan 
produk musicool refrigerant keluaran Pertamina yang hemat listrik dan ramah 
lingkungan. Operasional kantor dan pabrik RAPP di pangkalan Kerinci, 
Kabupaten pelalawan, Riau, selama ini mengonsumsi banyak bahan kimia yang 
                                                        
86http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi1591741008196.pdf di akses pada 
tanggal 20 Mei 2016  
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termasuk pada daftar penghapusan oleh Protokol Montreal untuk pendingin di 
pabrik maupun pendingin ruangan AC di perkantorannya. Namun, setelah 
bekerjasama dengan Pertamina, RAPP akan menanggalkan BPO sintetis dari 
6.000 unit AC yang ada dan beralih menggunakan refrigeran hidrokarbon. Produk 
musicool dari pertamina merupakan media pendingin berbahan dasar hidrocarbon 
alam dan termasuk dalam kelompok pendingin yang ramah lingkungan. Produk 
ini merupakan alternatif pengganti pendingin sintetis yang mengandung bahan 
beracun seperti CFC. Selanjutnya Direktur Mulia Nauili juga turut menegaskan 
mengenai keputusan perusahaan dalam membuat sebuah kebijakan ini 
memfokuskan pada efisiensi energi dalam operasionalnya dan tindakan yang 
dilakukan senada dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi 
karbon dan penghematan energi. 87  Dari ketiga contoh perusahaan yang telah 
beralih teknologi ke ramah lingkungan tak luput dari tren pasar global yang 
memang semakin hari semakin mengarah ke produk ramah lingkungan. Ini 
merupakan peluang yang perlu segera di antisipasi dan dimanfaatkan oleh industri 
nasional, pasalnya selain dapat meningkatkan ekspor juga sebagai benteng 
terhadap masuknya produk impor. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Badan 
Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), Arryanto Sagala dalam 
sambutannya, pada acara “launching penghargaan Industri Hijau tahun 2014 dan 
sosialisasi Pedoman Penilaian penghargaan Industri Hijau 2014” di Kementrian 
perindustrian. Kemenperin pun serius untuk menetapkan industri hijau sebagai 
                                                        
87Gunakan Refrigeran Hidrokarbon Ramah Lingkungan,RAPP gandeng 
pertaminahttp://www.globalindoprima.com/globalindo/gunakan-refrigeran-hidrokarbon-
ramah-lingkungan-rapp-gandeng-pertamina diakses pada 28 Mei 2016 
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salah satu tujuan pembangunan industri, yang tercantum dalam UU nomor 3 tahun 
2014 tentang perindustrian.88 
Produk ramah lingkungan akan lebih mudah menembus pasar ekspor 
selain manfaat yang baik bagi perekonomian, tujuan utama dari green Industry ini 
adalah melestarikan lingkungan hidup dan pemulihan lapisan ozon, pemerintah 
dan para pebisnis tentu saja harus bekerjasama untuk mengatasi masalah tersebut. 
Industri Hijau atau Green Industry sendiri merupakan industri yang dalam proses 
produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber 
daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri 
dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga dapat memberikan manfaat 
bagi masyarakat. Selain itu Industri Hijau memiliki karakteristik seperti 
menggunakan bahan kimia yang ramah lingkungan, menerapkan konsep reduce, 
recycle, reuse dan recovery pada proses produksi, menggunakan intensitas energi 
yang rendah, menggunakan intensitas air yang rendah, menggunakan SDM yang 
kompeten, dan melakukan minimisasi limbah. Produsen seperti Panasonic 
merasakan manfaat yang baik mengenai pengembangan ramah lingkungan mereka 
yang justru meningkatkan inovasi dan produktivitas  perusahaan, hal tersebut 
dikatakan langsung oleh Pembina Yayasan Matsushita Gobel, Rachmat Gobel. 
Dan dari sisi konsumen, masyarakat telah lebih banyak beralih kegaya hidup 
sehat.89 
                                                        
88Pasar Global Produk Ramah 
Lingkunganhttp://www.kemenperin.go.id/artikel/8810/Pasar-Global-Produk-
Ramah-Lingkungan diakses  pada 28 mei 2016 
89Produk Ramah Lingkungan, Dorong Pertumbuhan ekonomi 
http://sp.beritasatu.com/home/produk-ramah-lingkungan-dorong-pertumbuhan-
ekonomi/26220 diakses pada 28 Mei 2016 
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Menurut Oran R. Young, rezim merupakan institusi sosial yang mengatur 
tindakan anggotanya yang tertarik pada sebuah aktifitas yang spesifik, secara 
singkat rezim adalah sebuah struktur sosial. Dari definisi ini terlihat bahwa 
Protokol Montreal adalah sebuah rezim internasional. Dan Indonesia menjadi 
anggota  yang harus siap memenuhi fungsi-fungsi sesuai dengan rezim tersebut. 
Penerapan aturan bagi negara anggota perjanjian serta implementasi perjanjian 
internasional akan mempengaruhi kegiatan kebijakan dalam negeri dan luar negeri 
yang belaku di negara anggota tersebut. sebagai contohnya respon positif dari 
Indonesia mengenai keputusan presiden dalam meratifikasi rezim ini, cukup 
menjadikan bukti mengenai komitmen Indonesia untuk melakukan segala hal 
dalam perlindungan lingkungan termasuk membuat sebuah regulasi dan kebijakan 
yang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Protokol Montreal.  
 
B. Prospek Protokol Montreal di Indonesia  
Berbicara mengenai Prospek, prospek merupakan sebuah 
peluang yang  muncul karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi 
kebutuhan dan pada akhirnya akan membawa sebuah keuntungan jika usaha 
tersebut dilakukan dengan maksimal. Dari isu lingkungan ini negara sebagai 
aktor utama mengharapkan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan sejatinya 
bertujuan untuk melengkapi kebutuhan dan menciptakan peluang baru yang 
menguntungkan. Dengan tindakan riil dari pemerintah mengenai perjanjian 
Protokol Montreal, negara mengharapkan lingkungan hidup di Indonesia akan 
semakin terpelihara sehingga tidak akan mengancam keberlangsungan 
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kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan 
alam yang melimpah, Sebagai negara berkembang dan berjumlah penduduk 
yang sangat besar serta kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki 
kepentingan langsung dalam masalah lingkungan global.  
Indonesia merupakan salah satu negara dengan permasalahan lingkungan 
yang cukup pelik. Dibuktikan dengan  terjadinya bencana dimana-mana, 
perubahan cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi faktor produksi 
pangan dan menyebabkan daya saing ekspor dan impor ikut menurun dan 
banyaknya akibat-akibat yang akan ditimbulkan. kekayaan alam yang dimiliki 
Indonesia merupakan salah satu faktor yang penting dalam perekonomian 
negara. Salah satu catatan penting dari perekonomian di Indonesia adalah bahwa 
meski aset alam merupakan 25% dari total sumber kemakmuran Indonesia, aset 
tersebut telah banyak mengalami kerusakan lingkungan. 90 Indonesia merasa 
dengan keikutsertaan mereka dalam protokol merupakan tindakan yang 
“menyelamatkan” mulai dari segi lingkungan, ekonomi dan lain-lain 
Jika protokol ini tetap dijalankan dan meningkat seiring berjalannya 
waktu, Lingkungan Global akan semakin terpelihara, walaupun pencemaran zat 
CFC tidak langsung dirasakan oleh manusia, akan tetapi pencemarannya akan 
langsung berdampak pada lapisan ozon dan akan mengancam kehidupan yang 
ada dibumi. Secara global, Protokol diperkirakan telah mencegah sebanyak 19 
juta lebih kasus kanker kulit non-melanoma, 1,5 juta lebih kasus kanker kulit 
                                                        
90 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2010 http://www.menlh.go.id/DATA/SLHI_2010.pdf 
diakses pada 20 mei 2016 
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melanoma dan 130 juta lebih kasus katarak mata.91 hal ini akan berdampak baik 
pula pada keadaan nasional, masyarakat Indonesia akan semakin terlindungi dari 
sinar UV-B yang buruk bagi kesehatan, selain katarak dan kanker kulit, UV-B 
juga dapat mempengaruhi daya imun tubuh atau daya tahan tubuh, jadi 
masyarakat akan terhindar dari keadaan mudah terkena penyakit yang akan 
mempengaruhi produktivitas masyarakat. 
Lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar negatif UV-B lambat laun 
semakin membaik, seperti yang dikutip oleh BBC News pada tahun 2014 
menurut penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Organisasi 
Meteorologi Dunia (WMO) dan Program Lingkungan PBB (UNEP) menyatakan 
bahwa lapisan ozon menunjukkan tanda-tanda penebalan setelah sebelumnya 
bertahun –tahun menipis, lubang ozon yang muncul setiap tahun di atas 
Antartika juga berhenti tumbuh lebih besar. Para ilmuan mengatakan pemulihan 
sepenuhnya diakibatkan oleh tekad yang kuat masyarakat global melalui 
Protokol Montreal dalam menghentikan pemakaian bahan kimia berbahaya 
seperti CFC,  selain itu menurut ilmuwan jika Protokol Montreal tetap 
dijalankan akan membawa dampak positif bagi kesehatan, kanker kulit yang 
membayang-bayang kehidupan manusia akan berkurang dan tercegah sebanyak 
dua juta kasus setiap tahunnya hingga tahun 2030.92 hal ini cukup membuktikan 
bahwa dengan adanya Protokol, lingkungan hidup semakin menunjukkan 
kepulihan, oleh karena itu jika Protokol Montreal tetap dijalankan lebih efektif 
dari sebelumnya, bukan tidak mungkin lapisan ozon akan pulih sepenuhnya 
                                                        
91 Ozone layer showing “signs of recovery” UN says, http://www.bbc.com/news/science-
environment-29152028 diakses pada 29 April 2016 
92 Ibid. 
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karena para ilmuwan tidak dapat benar-benar yakin bahwa lapisan ozon akan 
pulih sendiri tanpa ada tindakan yang aktif dari masyarakat bumi. Indonesia 
sebagai negara yang merespon baik isu perubahan iklim ini turut mengambil 
peranan bagi lapisan ozon, tindakan hal kecil seperti masyarakat melakukan 
pengurangan penggunaan alat penyemprot yang terindisifikasi CFC akan tetap 
membantu masyarakat global dalam pemulihan ozon. ini merupakan misi 
bersama dimana seluruh negara di dunia sudah sepatutnya mengambil langkah 
demi perlindungan lingkungan, dapat dikatakan masa depan kehidupan dibumi 
bergantung pada sikap masyarakatnya dalam melestarikan lingkungan agar 
terhindar dari bencana yang fatal dimasa depan. 
Selain itu Indonesia akan mendapatkan peluang yang baik dari segi 
perekonomian jika pengimplementasian protokol tetap dijalankan kedepannya, 
seperti yang telah dijelaskan di atas, dengan maraknya Produsen Indonesia yang 
beralih ke green industry akan membuat produsen semakin meningkatkan inovasi, 
produktivitas perusahaan dan memberikan citra yang positif untuk “brand” 
perusahaan yang tentu saja akan menarik niat pembeli dimana masyarakat lambat 
laun akan semakin mengetahui dan berwawasan yang baik mengenai 
perlindungan lingkungan dan tertarik untuk menggunakan produk ramah 
lingkungan. Karena telah tumbuh kesadaran konsumen bahwa pengambilan 
keputusan dalam pemilihan produk tidak perlu hanya ditentukan oleh harga dan 
mutu saja, namun juga oleh faktor pertimbangan lingkungan. Pemberian Ekolabel 
yang dipakai diberbagai produk ramah lingkungan, membawa peluang bagi 
produsen-produsen lokal yang telah tersertifikasi dengan ekolabel mereka yang 
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akan lebih mudah menembus pasar internasional, dimana dunia internasional 
dewasa ini akan lebih prefer terhadap produk-produk ramah lingkungan. Namun 
untuk mendukung lebih jauh turut dibutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah, 
peran pemerintah disini ialah untuk meningkatkan daya saing perusahaan lokal ke 
pasar global, Indonesia sebagai negara berkembang masih banyak memiliki 
produsen-produsen lokal yang masih kesulitan dalam mengembangkan inovasi 
mereka terhadap teknologi ramah lingkungan oleh karena itu demi 
mewujudkannya pemerintah memberikan sebuah bantuan insentif bagi setiap 
produsen yang akan melakukan pergantian teknologi atau mesin ramah 
lingkungan, Pemerintah menganggap perlu adanya skema insentif yang efisien 
akan menstimulasi para produsen untuk mengimplementasikan green industry. 
Contoh bentuk insentif yang diberikan Kemenperin seperti pemberian alat-alat 
yang ramah lingkungan termasuk terbebas oleh BPO secara gratis, potongan harga 
untuk pembelian mesin baru yang ramah lingkungan, selain itu untuk memenuhi 
standar produk negara tujuan ekspor, pihak pemerintah akan mengutamakan 
produk yang ramah lingkungan. 93   Dari sini dapat dilihat bahwa perusahaan-
perusahaan lokal yang mendukung kebijakan pemerintah mengenai perlindungan 
lingkungan seperti mengubah teknologi mereka ke produk yang ramah lingkungan 
akan memunculkan peluang yang baik dan menguntungkan. Jika semua telah 
berperan aktif mulai dari pemerintah, perusahaan industri serta masyarakatnya 
                                                        
 
93Pemerintah Janjikan Insentif Khusus bagi Industri 
Hijau,http://www.kemenperin.go.id/artikel/6297/Pemerintah-Janjikan-Insentif-Khusus-
Bagi-Industri-Hijaudiakses pada 29 April 2016 
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niscaya prospek Protokol Montreal akan membawa perubahan yang baik bagi 
nasional kedepannya. 
Prospek yang baik turut terlihat dari Protokol Montreal sendiri, Protokol 
Montreal tetap melakukan evaluasi-evaluasi agar semakin menyempurnakan 
rezim, contohnya pertemuan baru – baru ini tepatnya pada 4-8 april ditahun 2016 
yang lalu di Jenewa,Switzerland. Pertemuan ini membahas isu-isu dan informasi 
yang perlu diperhatikan dari awal sampai akhir tentang Protokol Montreal serta 
laporan teknologi mengenai alternatif untuk bahan perusak ozon. pertemuan ini 
dihadiri oleh setiap negara pihak Protokol Montreal termasuk Indonesia.  
tak hanya pertemuan di Jenewa, Protokol Montreal telah menyusun 
pertemuan-pertemuan yang akan datang seperti untuk tahun 2016 saja, pertemuan 
akan dilakukan sebanyak 7 pertemuan di Kigali yang berada di negara Rwanda, 
dan di Wina di negara Austria.94 masing-masing pertemuan tersebut membahas 
isu-isu yang berbeda. Hal ini cukup membuktikan bahwa protokol Montreal aktif 
dan maksimal dalam menjalankan sebuah perjanjian. Hal ini dapat menjamin para 
negara pihak seperti Indonesia menaruh kepercayaan mereka bahwa Protokol 
akan mengarahkan Indonesia ke arah perjanjian yang akan semakin berhasil 
kedepannya. 
Meskipun Protokol Montreal sejauh ini berjalan dengan baik di Indonesia, 
Indonesia tetap mengalami beberapa hambatan atau tantangan dalam 
pengimplementasiannya, seperti yang telah dijelaskan di bab 3 bahwa Indonesia 
mengalami sedikit tantangan dengan adanya kecurangan yang dilakukan berbagai 
                                                        
94UNEP, Ozone Secretariat,http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/handbook-search 
diakses pada 29 April 2016 
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perusahaan dan bengkel-bengkel tidak memakai alat-alat yang telah disesuaikan 
oleh pemerintah, walaupun sebagian alat tersebut merupakan bantuan insentif dapi 
pemerintah, mereka merasa tidak perlu memakai alat tersebut hanya karena 
semata-mata untuk perlindungan lingkungan, hal tersebut dapat terjadi karena 
dampak yang diakibatkan oleh pemakaian bahan kimia CFC tidak langsung 
dirasakan oleh manusia, pencemaran yang diberikan oleh zat CFC ini hanya akan 
berdampak langsung ke ozon, dimana manusia tidak secara langsung merasakan 
pencemarannya. Maka dari itu dibutuhkan perhatian khusus pemerintah mengenai 
masalah tersebut, seperti melakukan lebih banyak sosialisasi diberbagai 
perusahaan-perusahaan dan memperketat pengawasan agar perusahaan-
perusahaan yang bermain curang akan cepat terindentifikasi, serta dibutuhkan 
kesadaran dan memiliki wawasan yang lebih baik  bagi setiap produsen-produsen 
tersebut.  
Jika dilihat dari konsep Environmentalism, Indonesia menjadi negara yang 
telah ikut serta dalam usaha perlindungan lingkungan, dengan mengikuti Protokol 
Montreal Indonesia telah bekerjasama dan berkomitmen untuk mengikuti jalannya 
rezim hingga mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh rezim. 
Environmentalism menganggap jika kerjasama antar negara dibutuhkan untuk 
menyelesaikan permasalah lingkungan global seperti perubahan iklim dan 
penipisan lapisan ozon, dimana permasalahan lingkungan global tidak sedikit 
berasal dari permasalahan lingkungan ditiap negara. Sebagai negara kepulauan 
dan memiliki hutan yang luas, Indonesia telah berada pada titik kerusakan 
lingkungan yang cukup parah, contohnya adalah kebakaran hutan tiap tahun di 
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Kalimantan dan sejumlah kejadian bencana alam yang dialami hampir setiap 
daerah di Indonesia. Maka dari itu pemerintah Indonesia merasa perlu melindungi 
sumber daya alam tersebut dan berusaha untuk tidak mengeksploitasinya demi 
kelangsungan hidup masyarakat Indonesia kedepannya. 
Pemerintah sebagai aktor utama dalam sebuah negara  merasa perlu untuk 
meregulasikan segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan serta 
efek samping dari kegiatan peridustrian didalam negeri agar tidak menimbulkan 
dampak yang buruk bagi lingkungan dalam negeri maupun lingkungan global. 
Dan kemudian hal ini dapat ditelusuri melalui konsep National Interest atau 
kepentingan nasional, sudah sangat jelas Indonesia dalam hal ini turut 
melancarkan kepentingan nasional mereka, selain untuk menjaga eksistensi 
negaranya di dunia Internasional, Indonesia turut menciptakan tanggapan 
masyarakat global mengenai keterbukaan Indonesia dalam segala masalah yang 
terjadi di tingkat global yang memudahkan Indonesia lebih mudah berinteraksi 
atau menjalankan kerjasama –kerjasama lainnya dengan negara lain selain itu 
adanya kesamaan tujuan dalam menjalankan sebuah kebijakan nasional melalui 
rezim yang diberlakukan Protokol.  
Dalam konsep Kepentingan Nasional ada namanya kepentingan nasional 
vital dan non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital 
biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup sebuah negara tersebut serta nilai- 
nilai inti yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan 
nasional yang bersifat non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung 
dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar 
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negeri.Untuk Indonesia sendiri Kepentingan Nasional mengenai rezim Protokol 
ini masuk kepada kepentingan yang bersifat vital, Sudah hal yang sangat penting 
bagi Indonesia dalam memberlakukan sebuah kebijakan mengenai perlindungan 
lingkungan, yang pada faktanya bahwa Indonesia membutuhkan langkah tersebut. 
hal ini berkaitan erat dengan fenomena penipisan lapisan ozon. Sebagai negara 
yang memiliki sumber daya alam yang melimpah yang sekaligus menjadi faktor 
penting dalam perekonomian negara, jika SDA tersebut terkuras akibat fenomena 
alam seperti kekeringan atau tingkat bencana alam yang tinggi, hal tersebut akan 
mengancam perekonomian negara. Selain itu adanya keuntungan yang didapatkan 
oleh perusahaan-perusahaan lokal yang mematuhi segala kebijakan pemerintah 
mengenai perlindungan lingkungan yang tersusun oleh Protokol Montreal. 
Dengan demikian, concern pemerintah mengenai lingkungan merupakan salah 
satu faktor pendukung dalam kemajuan pembangunan sebuah negara yang dimana 
hal ini berkaitan mengenai keadaan lingkungan akan serta merta mempengaruhi 










BAB V  
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
1. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa perlindungan lingkungan 
merupakan salah satu hal yang penting dan harus diperhatikan. 
Keikutsertaan Indonesia meratifikasi perjanjian Internasional seperti 
Porotokol Montreal membawa dampak positif bagi perlindungan 
lingkungan di Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia telah berhasil 
menaikkan dan mempertebal lapisan ozon sebesar 8.989 metrik ton CFC, 
selain itu kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan oleh Indonesia 
cukup diterapkan dengan baik oleh setiap elemen masyarakat. Produsen – 
produsen yang dulunya masih menggunakan bahan kimia berbahaya 
seperti CFC lambat laun memberhentikan pemakaian mereka dan beralih 
teknologi ke teknologi ramah lingkungan. Bantuan insentif dari Protokol 
seperti bantuan dana dan alat memudahkan pemerintah untuk membantu 
para produsen dalam proses penghapusan pemakaian BPO. Tak hanya 
produsen, masyarakat selaku konsumen lebih memiliki wawasan yang luas 
mengenai penggunaan BPO dan lebih selektif membeli peralatan 
elektronik dan lain-lain.  
2. prospek Indonesia setelah menjalankan Protokol Montreal akan membawa 
banyak peluang bagi Indonesia, dari segi lingkungan lapisan ozon akan 
semakin pulih dan efek samping dari penipisan lapisan ozon seperti 
pancaran sinar UV-B akan berkurang, tak hanya dari segi lingkungan, 
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prospek yang baik akan muncul dari segi perekonomian  dimana 
perusahaan-perusahaan lokal beralih keteknologi ramah lingkungan atau 
green Industryakan lebih banyak melakukan inovasi-inovasi untuk mampu 
bersaing di pasar global dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan 
lebih tertarik pada produk-produk ramah lingkungan.  
Namun Indonesia akan tetap mengalami beberapa hambatan atau 
tantangan seperti masih ada perusahaan-perusahaan yang masih 
menggunakan BPO secara ilegal dan masyarakat yang tidak terlalu peduli 
terhadap isu lingkungan ini, hal tersebut bisa terjadi karena dampak yang 
diakibatkan oleh pemakaian bahan kimia CFC tidak langsung dirasakan 
oleh manusia, pencemaran yang diberikan oleh zat CFC ini hanya akan 
berdampak langsung ke ozon, dimana manusia tidak secara langsung 
merasakan pencemarannya.  
 
B. Saran  
1. Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih banyak memberikan bantuan 
kepada perusahaan-perusahaan lokal karena akan mendorong mereka 
untuk semakin berinovasi menciptakan produk ramah lingkungan dan 
dapat bersaing di pasar Internasional.  
2. Pengaplikasian Protokol Montreal akan lebih maksimal dan 
memberikan hasil yang baik jika Pemerintah lebih aktif memberikan 
sosialisasi disetiap elemen masyarakat, hal ini membantu masyarakat 
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5 Mei 2016 
Rezky   :Bagaimana pihak kementrian Lingkungan Hidup menjalankan        
kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan setelah ratifikasi  
tahun 1992? 
Narasumber  :Sejak ratifikasi Kementrian Lingkungan Hidup khususnya untuk 
sulawesi selatan cukup mengimplementasikan dengan baik, salah 
satunya adalah melakukan pengawasan yang cukup intensif di 
perusahaan –perusahaan yang memakai peralatan yang mungkin 
masih memakai CFC dan BPO lainnya. Selain itu kami juga 
sering melakukan sosialisasi disekolah sekolah, seperti 
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menyelenggarakan lomba dengan tema lingkungan serta 
menginformasinya para siswa dan guru-guru mengenai usaha 
indonesia dalam perlindungan lapisan ozon.   
Rezky       :Apakah multilateral fund yang diberikan oleh Protokol Montreal 
membantu Indonesia dalam mengimplementasikan rezim 
tersebut? 
Narasumber   :Untuk multilateral fund, dana tersebut dikelola oleh pemerintah 
pusat, namun bentuk bantuan tersebut lebih banyak berbentuk 
bantuan peralatan-peralatan yang mampu menggantikan 
penggunaan CFC dan BPO lainnya, bantuan tersebut juga 
digunakan untuk mengukur jumlah CFC yang terpakai. Selain itu 
bantuan insentif digunakan untuk menyelenggarakan seminar-
seminar tingkat nasional dan internasional, serta untuk mengadakan 
sosialisasi seperti di sekolah sekolah yang tadi sudah dijelaskan.  
Rezky             :Apa-apa saja tantangan pihak kementrian lingkungan hidup dalam  
           mengimplementasikan Protokol Montreal? 
Narasumber   :Tantangan yang paling berat bagi kita adalah melakukan pengawa 
san terhadap perusahaan –perusahaan yang menggunakan BPO. 
Pengawasan dilakukan untuk mengecek bahwa mereka telah 
beralih teknologi ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. 
Namun hal tersebut tidak selalu berjalan lancar, ada saat dimana 
mereka menyembunyikan alat yang teridentifikasi BPO saat kami 
melakukan pengecekan, hal tersebut mereka lakukan karena 
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kadang perusahaan tidak terlalu memperdulikan mengenai 
kebijakan yang diterapkan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan 
efek yang ditimbulkan oleh BPO seperti CFC tidak langsung 
dirasakan oleh manusia tidak seperti polusi kendaraan dan lain-lain. 
selain itu tantangan yang dirasakan pihak pemerintah juga berasal 
dari ketidakmauan beberapa perusahaan-perusahaan menggunakan 
bantuan alat dari pemerintah dengan alasan yang sama yaitu 
kurangnya pemahaman mengenai penggunaan bahan kimia 
berbahaya seperti CFC.  
Rezky            :Jika terjadi hal demikian yang telah dipaparkan sebelumnya apakah 
ada tindakan khusus pemerintah jika ada perusahaan- perusahaan 
yang bertindak curang atau tidak peduli terhadap kebijakan yang 
berlaku ? 
Narasumber :Sebagaimana Kementrian Lingkungan hidup berperan dalam 
mengaplikasikan setiap perjanjian lingkungan internasional, tugas 
kita hanya melakukan upaya penerapan, pengawasan, 
mensosialisasikan dan menginventarisasi data, dan setelah itu kita 
membuat laporan untuk pemerintah pusat dan pihak Protokol 
Montreal selaku pemberi bantuan. 
Rezky             :Apakah Kementrian Lingkungan Hidup turut melibatkan badan-
badan lingkungan lain dibawah naungan pemerintah dalam 
mengaplikasikan kebijakan ?  
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Narasumber   :Pihak Kementrian Lingkungan juga turut melibatkan badan-badan 
lingkungan seperti di Badan Lingkungan Hidup Daerah atau BLHD 
Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Pihak kementrian yang 
diberikan dana oleh pusat turut menyalurkan dana tersebut yang 
nantinya BLHD Provinsi akan menyelenggarakan kegiatan seperti 
sosialisasi dan pengawasan, jadi dalam pengaplikasiannya akan 
lebih maksimaldan tidak setengah-setengah.  
Rezky :Sejauh pengaplikasian Protokol Montreal adakah dampak positif 
yang didapatkan Indonesia ? 
Narasumber    :Dampak penerapan Protokol Montreal di Indonesia cukup baik, 
yang pertama akibat sosialisasi sosialisasi kesetiap elemen 
masyarakat, wawasan masyarakat mengenai perlindungan 
lingkungan khususnya lapisan ozon jadi lebih banyak, hal tersebut 
akan membuat masyarakat akan lebih memperhatikan lingkungan 
hidup dan lebih selektif membeli barang-barang elektronik, selain 
itu dampak positif juga dirasakan oleh produsen-produsen lokal 
agar lebih berinovasi dan beralih terknologi ke teknologi ramah 
lingkungan.  
 
 
